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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam 

Terhadap Putusan Hakim Nomor164/Pid.Sus/2017/Pn.Kln Tentang Penodaan 

Agama Melalui Media Sosial” ini akan menjawab bagaimana pertimbangan hukum 

Hakim terhadap putusan nomor 164/Pid.sus/2017/PN.Kln dan bagaimana tinjauan 

hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim terkait putusan Nomor 

164/Pid.sus/2017/PN.Kln tentang penodaan agama melalui media sosial. 

Data penelitian yang dihimpun adalah bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, yang dihimpun melalui pengumpulan data literatur dan 

dokumentasi dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dapat diketahui bahwa Hakim 

menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan pidana kepada terdakwa tidak 

sesuai bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak 

pidana penodaan agama dinilai kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak 

memperhatikan asas lex spesialis derogat legi generalis yang mana asas tersebut 

dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya menjelaskan bahwa 

aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum yang 

seharusnya hakim menggunakan undang-undang yang lebih khusus dari pada 

undang-undang yang umum. Majelis Hakim seharusnya memutus perkara 

menggunakan pasal 45A ayat 2 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan 

atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan 

menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini dalam 

pandangan hukum pidana Islam termasuk jarimah riddah dengan hukuman 

pengganti berupa takzir. Penerapan hukuman takzir pada tindak pidana penodaan 

agama pada putusan Pengadilan Negeri Klaten dirasa sesuai jika diterapkan dalam 

konteks pidana Islam, karena takzir merupakan hukuman yang dijatuhkan serta 

besar kecilnya ditentukan oleh ulil amri. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas 

disarankan: pertama, tindak hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya 

memperhatikan yang seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang yang lebih 

khusus dari pada Undang-Undang yang umum bahwa asas hukum pidana harus 

menjadi dasar pertimbangan hakim. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam 

memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera namun juga memuat 

unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana. Kedua, Hendaknya dalam penjatuhan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan secara efektif, karena segala 

perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan negara dengan populasi masyarakat muslim 

terbesar yang mempunyai banyak pulau, suku, ras, budaya dan agama. 

Indonesia mengakui akan adanya berbagai macam agama seperti Islam, 

Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu. Dengan adanya keberagaman 

tersebut, Indonesia memiliki potensi besar terhadap terjadinya gesekan-gesekan 

dalam berkehidupan bernegara karena masalah perbedaan pendapat dan 

keyakinan yang sangat riskan. 

Banyaknya keanekaragaman agama yang ada di Indonesia, memerlukan 

sikap saling menghargai agar tidak terjadi konflik sesama agama Islam maupun 

agama lainnya. Persoalan agama sangatlah sensitif untuk itu, agar tidak terjadi 

konflik di tengah-tengah masyarakat, maka harus menghormati berbagai 

keyakinan yang ada di masyarakat tersebut. Allah Swt berfirman: 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
Dapartemen Agama RI, Al-qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Seri Agung, 2002), 46. 
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Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan rasul- Nya. Allah akan 

melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. 

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan 

yang merekaperbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang 

nyata.(Q.S. Al-Ahzab : 57 – 58). 

Agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disintegrasi, analisis konflik 

mengggarisbawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. 

Namun sesuai dengan ketentuan hak asasi, agama adalah sebuah kebebasan bagi 

pemeluknya untuk menentukan keyakinan dan kepercayaannya.
2
 

Keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia bisa menjadi kelemahan yang dianggap 

sebagai salah satu pemicu penyalahgunaan atau penodaan agama. Persoalan agama yang 

ditunggangi oleh kepentingan politik, dengan dalih Islamisasi secara damai, yang berujung pada 

keadaan Islam mengalami kemunduruan dan penuh dengan penodaan. Rendahnya pemahaman 

agama dan kemiskinan mental serta emosional akibat pembodohan selama bertahun-tahun 

serta provokasi dan tidak adannya penegakan hukum yang murni dan obyektif.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2
Ida Farida, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penodaan Agama di Indonesia serta Upaya 

Penaganannya, Cakrawala Galuh, Vol.II, September 2012, 90 
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Kebebasan dalam mengekspresikan diri memang itu hak semua orang tapi harus 

sesuai dengan koridor hukum yang ada, namun dalam hal ini seiring berjalannya waktu 

kebebasan mengekspresikan diri melalui media sosial menimbulkan kejahatan yang semakin 

meningkat dan meresahkan masyarakat umum. Diantara berbagai macam kejahatan adalah 

penodaan agama hingga saat ini di Negara Indonesia tak pernah sepi dari 

penghinaan/penodaan agama terutama Islam dan umatnya. Diantaranya penghinaan Rasullah 

yang digambarkan dalam bentuk karikatur merendahkan, alquran dikencingi atau dimasukkan 

wc, Al-Qur’an dijadikan terompet tahun baru dan lain-lain. 

Perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai agama dan keyakinan yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang dapat pula menyebabkan timbulnya kerawanan 

dibidang kerukunan hidup umat beragama, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap suatu agama tertentu secara 

menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan menimbulkan keresahan terhadap 

kehidupan beragama, sehingga dapat pula menyebabkan timbulnya kerawanan dibidang 

kerukunan hidup beragama. 

 

 
 

3
Ibid., 93. 
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Penodaan agama adalah perilaku atau perbuatan yang menghinakan 

dan/atau merendahkan agama tertentu yang dapat diartikan sebagai 

pertentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang yaitu, 

simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama.
4
 

Pemerintah membuat aturan dalam hukum pidana Indonesia bahwa 

suatu perbuatan penodaan agama telah diatur dalam pasal 156a KUHP dan 

peraturan undang-undang ITE
5
 terkait dengan penodaan agama. 

Seiring pesatnya perkembangan informasi dan teknolgi di era modern 

perbuatan penodaan agama dapat dilakukan di dunia nyata maupun di dunia 

maya. Namun paling banyak peristiwa penodaan agama dapat dilakukan 

melalui dunia maya atau yang disebut sebagai media sosial. Bentuknya 

berbagai macam tulisan-tulisan, gambar maupun video yang bermuatan 

provokatif, bahkan masih banyak lagi perbuatan yang bermuatan unsur suku, 

agama, ras, dan antar golongan (SARA). Akhir-akhir ini kejahatan atau 

pelanggaran pidana yang berasal dari jejaring sosial sering dijumpai, begitu 

juga facebook, twitter, instagram dan media sosial lainya, seperti Pada tahun 

2017 terdapat kasus penodaan agama yang sudah diproses hukum dan sudah 

diputus di Pengadilan Negeri Kelaten Jawa Tengah dengan Nomor 

 

 
 

4
 Kurnia dewi anggraeny, “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum, Era 

Hukum, Edisi 02, 01 Juni 2017,271. 
5
 P.A.F. Laminatang, “Hukum Pidana Indonesia”, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 110. 
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164/Pid.Sus/2017/PN Kln. Dalam hal ini Majelis Hakim menjatuhkan Putusan 

terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama menurut peneliti kurang tepat, 

karena Majelis Hakim tidak memperhatikan asas lex spesialis derogat lex 

generalis yang mana asas tersebut dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP 

yang pada dasarnya menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus 

mengenyampingkan aturan yang bersifat umum yang seharusnya hakim 

menggunakan undang-undang yang lebih khusus dari pada undang-undang 

yang umum. Majelis Hakim seharusnya memutus perkara menggunakan pasal 

45A ayat 2 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 

11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 

Perbuatan penodaan agama dalam hukum pidana Islam dapat dilihat 

dalam hukuman takzir. Sanksi hukuman takzir banyak jumlahnya, dari 

hukuman paling ringan hingga paling berat. Majelis Hakim diberi wewenang 

untuk memilih diantara hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan 

keadaannya. Hukuman takzir antara lain sebagai berikut: Hukuman Mati, 

Hukuman Jilid, Hukuman Penjara/Kurungan/Hukuman Salib, Hukuman 

Ancaman, Hukuman Pengucilan, Hukuman Denda.
6
 

Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menghukum, dalam hal 

ini peneliti ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman 

 
 

6
Musthofa hasan, Beni Ahmad Saebani, “Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah”, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2013), 78. 
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bagi pelaku penodaan agama. Sebab dalam putusan hakim lebih mengutamakan 

Undang-Undang yang Umum dari pada Undang-Undang yang Khusus, hal ini 

yang perlu peneliti lakukan lebih jauh lagi. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan meneliti permasalahan 

tersebut dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum 

Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2017/Pn.Kln 

Tentang Penodaan Agama Melalui Media Sosial”. 

 

 

 
B. Identifikasi masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu: 

1. Pertimbangan putusan hukum Hakim dalam putusan (Nomor 

164/Pid.sus/2017/PN.Kln) 

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penodaan agama di media 

sosial dalam putusan (Nomor 164/Pid.sus/2017/PN.Kln) 

3. Perbedaan sanksi tindak pidana penodaan agama ditinjau dari 

hukum positif dan hukum pidana islam 
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C. Batasan masalah 

 

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang 

perlu dikaji dalam peneletian ini, adalah : 

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan (Nomor 

164/Pid.sus/2017/PN.Kln) 

2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam 

Putusan (Nomor 164/Pid.sus/2017/PN.Kln) 

 

 

 
D. Rumusan masalah 

 

Agar lebih praktis dan operasional, maka permasalahan didalam 

penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan nomor 

164/Pid.sus/2017/PN.Kln ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim 

terkait putusan Nomor 164/Pid.sus/2017/PN.Kln tentang penodaan 

agama melalui media sosial ? 
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E. Kajian pustaka 

 

Kajian pustaka pada penelitian yang dimaksud yakni untuk mengetahui 

penelitian yang telah diteliti lebih dahulu oleh peneliti dengan tujuan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti 

dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti 

sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pelanggaran dan kesamaan 

pembahasan atau materi secara mutlak. 

Penelitian penodaan agama dalam hal ini dilakukan dengan 

menganalisis Putusan Majeles Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 

164/Pid.sus/2017/PN.kln tentang penodaan agama. Dalam penulisan skripsi ini 

tidak hanya menggunakan studi putusan saja melainkan beserta buku-buku 

yang lain untuk menjadi bahan rujukan. Penulis juga menggunakan karya 

ilmiah (skripsi) yang sudah pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya 

diantaranya: 

1. Skripsi (2007) berjudul “Makna murtad dalam al-Qur’an (perbandingan 

Muhammad Qurais Sihab dan Ahmad Musthofa al-Maraghi)” yang 

dibahas oleh Abdul Halim pada intinya menjelaskan tentang makna 

murtad menurut pandangan Muhammad Qurais Sihab dan 

AhmadMusthofa al-Maraghi. Muhammad Qurais Sihab, cenderung 

menyamakan makna murtad dengan makna murtad yang ada di dalam 
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al-Qur’an. Sedangkan Ahmad Musthofa al-Maraghi cenderung 

menyamakan Kitab tafsir dan hadis.
7
 

2. Skripsi (2009) berjudul “Sanksi pidana terhadap pelaku penistaan 

agama menurut hukum Islam dan hukum positif” yang dibahas oleh 

Ahmad Rizal. Dalam skripsi ini membahas tentang penistaan agama 

menurut hukum Islam dan positif. Serta menganalisis yurispudensi 

perkara yang bermuatan penistaan agama, dalam hal ini Penulis 

mengambil kasus aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan aliran Jamaah 

Salamullah.
8
 

3. Skripsi (2014) berjudul “Sanksi hukum terhadap pelaku penodaan 

agama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan 

penyalahgunaan dan atau penodaan agama dalam perspektif fikih 

jinayah”. Dalam pembahasan skripsi ini tentang sanksi hukum terhadap 

pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1965 

tentang pencegahan penodaan agama serta tinjauan fikih jinayah 

menegani sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7
 Abdul Halim, ”Makna Murtad dalam Al-qur’an: Perbandingan Muhammad Qurais Sihab dan 

Ahmad Musthafa al-Maraghi”, (Skripsi-Fakultas Ushuludin UIN Sunan Ampel, 2007). 
8
 Ahmad Rizal, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum 

Positif”, (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009). 
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Undang-Undnag No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan 

dan atau penodaan agama.
9
 

Persamaan titik acuan peneliti dengan hasil penelitian sebelumnya ialah 

sama-sama membahas tentang penodaan agama. Sedangkan perbedaan titik 

acuan peneliti dengan hasil penelitian sebelumnya ialah peneliti dalam hal ini 

lebih membahas tentang bagaimana cara hakim memutus perkara dalam tindak 

pidana penodaan agama melalui media sosial dan di sisi lain membahas tentang 

ranah hukum pidana Islam maupun hukum positif dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Klaten (Nomor 164/Pid.sus/2017/PN.Kln). 

 

 

 
F. Tujuan penelitian 

 

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

penulis antara lain: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Nomor 

164/Pid.sus/2017/PN.Kln. 

 

 

 

 

 

 

 
 

9
 Ahmad Habibullah, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam 

Perspektif Fiqih Jinayah”, (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014). 
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2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 

Hakim terkait putusan Nomor 164/Pid.sus/2017/PN.Kln tentang 

penodaan agama melalui media sosial. 

 
 

G. Kegunaan hasil penelitian 

 

1. Secara teoritis 

 

Dijadikan sebagai kerangka berfikir atau masukan dalam perspektif hukum 

pidana Islam sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat melancarkan dalam hal 

penelitian tentang penodaan agama. Selain itu juga dapat dijadikan 

perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai 

informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana penodaan agama. 

2. Secara praktis 

 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penyumbang pengetahuan 

secara komunikatif, informatif, maupun edukatif khususnya masyarakat 

awam akan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Disisi lain penelitian 

ini juga dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang akan datang. 
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3. Hukum pidana Islam adalah Hukum yang membahas berbagai masalah 

kejahatan atau dapat disebut berbagai bentuk kejahatan yang ada di dalam 

Islam. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Jarimah takzir.
10

 

4. Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini (ius konstitutum), 

berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut 

mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan 

atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah Pasal 45A ayat 2 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

5. Penodaan Agama adalah menentang hal-hal yang di anggap suci atau yang 

tidak boleh diserang yaitu, kitab suci agama, pemimpin agama, simbol 

agama yang pada umumnya melalui perkataan maupun tulisan.
11

 

6. Media Sosial adalah sebuah saluran atau sarana untuk pergaulan sosial yang 

dilakukan secara online melalui jaringan internet. 

 
 

H. Metode penelitian 

 
Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan langkah sistematis 

dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk 

 
 

10
 M. Nuril Irfan dan Masyrofah, “Fiqih Jinayah”, (Jakarta: Amzah, 2013), vi. 

11
 Pultoni dkk, panduan pemantauan tindak pidana penodaan agama dan ujaran kebencian (Jakarta 

:ILRC, 2012), 44. 
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diolah, dianalisis diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara 

pemecahannya.
12

 Berikut metode penelitian yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

 
1. Data yang dikumpulkan 

 

Untuk mendapatkan data tersebut maka menggunakan Putusan Pengadilan 

Negeri Klaten Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Kln. 

2. Sumber Data Penelitian 

 
 

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini 

menggunakan sumber-sumber yang bersifat kepustakaan atau literal, karena 

penelitian ini bersifat kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan data 

sekunder. Yang dimaksud data skunder yaitu data yang telah diperoleh dari 

bahan-bahan pustaka yang ada, dengan cara mengumpulkan dari berbagai 

sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
13

 

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder, yang 

meliputi : 

a. Bahan primer 
 

 

 

 

 

 
 

12
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

1991), 24. 
13

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada, 2015) ,. 181. 
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Bahan primer adalah perundangan, putusan eksekutif.
14

 Bahan primer 

tersebut yaitu: 

1) Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 

164/Pid.Sus/2017/PN.Kln yang diperoleh langsung Dari Website 

Direktori Putusan Mahkama Agung kemudian peneliti download 

dan cetak. 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

informasi & transaksi elektronik 

b. Bahan sekunder 

 

bahan hukum sekunder adalah yang berasal dari buku-buku hukum yang 

relavan dengan isu hukum yang hendak diteliti.
15

 Bahan hukum 

sekunder tersebut antara lain: 

1) Musthofa hasan, Beni Ahmad Saebani, “Hukum Pidana Islam Fiqih 

Jinayah”, Bandung: Pustaka Setia, 2013 

2) Nurul Irfan, “Hukum Pidana Islam”, Jakarta: Amzah, 2016 

 

3) Palmawati Tahir, Dini Handayani, “Hukum Islam”, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2018 

4) Abd Somad, “Hukum Islam”, Jakarta: Kencana, 2017 

 

5) Ahmad Wardi Muslich, “Hukum Pidana Islam”, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005 

 

 

14
 Ibid., 181. 

15
 Ibid., 181. 
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3. Teknik pengumpulan data 

 

Dokumentasi sebagai penelitian ini peneliti mengumpulkan data 

menggunakan Putusan. Dokumentasi adalah menggali data-data terkait 

masalah yang dijadikan bahan skripsi seperti: buku, surat kabar, transkip dan 

hal lain yang dapat dijadikan rujukan.
16

 Adapaun pencarian data terlebih 

dahulu peneliti mencari pertimbagan hakim yang ada di dalam putusan. 

4. Teknik pengolahan data 

 

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, 

berikut tahapan-tahapannya: 

a. Editing, yaitu mengadakan pemeriksaan data-data yang diperoleh secara 

cermat baik data primer maupun data sekunder untuk mengetahui bahwa 

data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses 

berikutnya.
17

 Yakni tinjauan hukum positif dan pidana islam tentang 

penodaan agama melalui media sosial dalam Putusan Nomor 

164/Pid.sus/2017/PN.Kln. 

b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai tindak 

pidana penodaan agama melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Klaten Nomor 164/Pid.sus/2017/PN.Kln. 

 

 

 

 

 
 
 

 

16
 Ibid,. 181. 

17
 Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 126. 
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c. Analizing, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman 

tindak pidana penodaan agama melaui media sosial dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln. 

5. Teknik analisa data 

 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang 

berupa analisis Deskriptif. Analisis deskriptif adalah menggambarkan 

permasalahan terkait penodaan agama melalui media sosial secara umum 

dengan berdasar pada fakta yang ada dalam putusan sehingga penulis dapat 

memahami dan menganalisis masalah yang ada dalam putusan tersebut yaitu 

adanya ketidaksesuaian penempatan dasar hukum.
18

 Kemudian penulis 

analisis dalam hukum Pidana Islam dan hukum positif terkait dasar hukum 

hakim dalam memutus sebuah perkara atas tindak pidana penodaan agama 

melalui media sosial Putusan Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln. 

Penulis menganalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir 

deduktif tersebut meliputi teori yang akan digunakan dalam analisis yang bersifat 

umum terkait penodaan agama melalui media sosial yang bersumber dari Pasal 

45A ayat 2 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 

11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik kemudian mengutip 

dari Kitab Fiqih Jinayah. Dari teori yang bersifat umum tersebut akan mendapat 

 

 

 
 

18 Consuelo G. Savella, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), 71. 
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kesimpulan atau ringkasan yang bersifat khusus menggunakan hukum posistif 

dan hukum pidana Islam. 

 

 

 
I. Sistematika pembahasan 

 

Agar mudah dalam memahami pembahasan skripsi penulis, maka 

penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi 

skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep 

penodaan agama dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, hukuman bagi 

pelaku penodaan agama menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. 

Bab ketiga merupakan gambaran singkat kasus tentang penodaan 

agama, yang nantinya akan membahas tentang pelaku penodaan agama yang 

dilakukan oleh pelaku bernama Rozaq Ismail Sudarmadji. Dalam hal ini bab 

tiga akan lebih jelas membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 164/Pid.sus/2017/PN.Kln. 
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Bab keempat merupakan analisis Hukum Positifdan Hukum Pidana 

Islam dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Kln, dan dilanjutkan dengan 

analisis hukum pidana islam dalam Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 

164/Pid.Sus/2017/PN.Kln. 

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

 

saran. 
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BAB II 

 

KONSEP PENODAAN AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM 

PIDANA ISLAM 

 

 

 
A. Konsep Penodaan Agama menurut Hukum Positif 

 

1. Pengertian tindak pidana penonaan agama 

 

Salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap Tuhan, 

yang dikenal dengan istilah “Blasphemy” (Inggris) atau “godslastering” 

(belanda).Lebih lanjut Barda Nawawi menjelaskan dalam Wikipedia dinyatakan bahwa 

blasphemy is the defamation of the name of God (Blasphemy adalah penistaan atas 

nama Tuhan). Dijelaskan pula, bahwa istilah blasphemy berasal dari istilah 

“blasfemen” istilah Inggris zaman pertengahan), “blasphemer” (istilah Perancis 

kuno), “blasphemare” (istilah Latin) yang berasal dari dua kata “blaptein” (yang 

berarti “to injure/melukai), dan “pheme” (yang berarti reputasi/nama baik), sehingga 

blasphemein mengandung arti “melukai reputasi/nama baik”.
4
 kemudian Barda 

Nawawi Arief memberikan pengertian tindak pidana agama dapat dibedakan menjadi 

tiga criteria, yaitu:
5
 

1) Tindak pidana menurut agama. 

 

2) Tindak pidana terhadap agama. 

 
3) Tindak pidana yang berhubungan dengan agama. 
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Pengertian tindak pidana penodaan agama tersusun dari dua kalimat yang saling 

berhubungan, yaitu tindak pidana dan penodaan agama. Untuk mengetahui secara jelas 

pengertian tindak pidana penodaan agama, maka harus terlebih dahulu mengetahui apa 

yang dimaksud tindak pidana. 

Penekanan pada sifat melanggar hukum, dapat diartikan bahwa penindak, 

dalam tindakannya tersebut terdapat pelanggaran hukum. Sebaliknya, penindak boleh 

melakukan perbuatan apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh 

banyak pakar, hal ini biasa disebut dengan perbuatan melawan hukum atau biasa 

disingkat dengan PMH. Setiap tindakan, akan dikontrol sedemikian rupa oleh penguasa 

atau yang berwenang, agar terciptanya kondisi yang sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh penguasa. Hal ini mengandaikan hukum sebagai instrumen penguasa, yang 

dibentuk dengan cara seragam dan berlaku kepada siapapun tanpa memandang 

golongan tertentu, sesuai dengan logika hukum modern.
19

 

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur- 

unsur tindak pidana, antara lain: Pertama Subyek. Kedua, Kesalahan. Ketiga, bersikap 

melawan hukum. Keempat, suatu tindakan aktif/pasif yang dilarang oleh undang- 

undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. Kelima, waktu, tempat 

dan keadaan.
20

 Dengan demikian, dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana adalah 

 

 
 

19
 Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam 

Sistem Hukum Indonesia (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2008), 6-7. 
 

20
 .R Sianutri, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Percetakan BPK 

Gunung Mulia, 1996), 215. 
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perbuatan yang melawan hukum atau undang-undang yang atau kelompok baik 

berupa materil maupun imateril. 

Secara umum penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang 

dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol 

agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya 

adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama 

yang mapan. 

Secara hukum, tidak ada definisi atau pengertian yang jelas mengenai 

penodaan agama. Baik Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156a KUHAP (pasal 

penodaan agama) juga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang jelas soal 

penodaan agama Tidak adanya pengertian yang jelas mengenai penodaan agama 

merupakan masalah yang sudah lama terjadi dan sudah diakui oleh mantan Menteri 

Agama, Suryadharma Ali. 

 
 

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penodaan Agama 

 

Dalam kaitannya dengan penodaan agama, dapat dirujuk beberapa ketentuan 

yang mengatur hal tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal 156a 

mengatur tentang pelarangan penodaan agama. Pasal inilah yang sering dijadikan 

rujukan hakim dalam kasus penodaan agama,
21

 

 

 

 
21

 Randy A Adare, “Delik Penodaan Agama Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia” 

Jurnal Lex Et Societis, Vol. I/No. 1/Jan-Mrt/2013, 94. 
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Bunyi Pasal 156a KUHP yaitu: “Dipidana dengan pidana penjara selama- 

lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan 

perasaan atau melakukan perbuatan: 

a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar 

supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.” Unsur-unsur dalam Pasal 156a menurut Adami 

Chazawi terdapat dua kejahatan: 

b. Kejahatan yang pertama unsur-unsurnya terdapat objektif dan subjektif. Dari 

sudut objektif: “mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan yang bersifat 

permusuhan terhadap penyalahgunaan penodaan agama, objeknya dengan 

sengaja”. 

c. Kejahatan yang kedua, terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur 

objektifnya, “perbuatannya mengeluarkan perasaan dalam artian melakukan 

perbuatan, dilakukan di muka umum”. Unsur subjektifnya, adalah dengan 

maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Bila telah terpenuhi unsur-unsur ini, maka dianggap telah melakukan tindak 

pidana penodaan agama, dan kemudian diancam dengan sanksi pidana. Dengan 

demikian, dapatlah dikatakan, dengan menggambungkan tindak pidana dan penodaan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 
 

 

 

 

 

 

agama, maka yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan yang mana 

mencakupi seluruh unsur-unsur penodaan agama. 

Kemudian yang mengatur tindak pidana penodaan agama selain KUHP adalah 

Undang-Undang Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : 

“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan 

(SARA)”.
22

 

 

 

 
B. Konsep Tindak Pidana Penodaan Agama menurut Hukum Pidana Islam 

 

1. Pengertian penodaan agama menurut hukum pidana Islam 
 

Dalam hukum Islam penistaan agama mempunyai makna perbuatan yang dapat 

dikategorikan perbuatan perusak akidah yang ancamannya masuk dalam berdosa besar 

bagi para pelakunya, karena hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang telah 

diturunkan oleh Allah berupa Al-Qur’an dan nabi Muhammad sebagai Rasul 

terakhirnya. 

Penodaan agama menurut Poerwadarminta sama halnya dengan penghinaan 

terhadap agama, karena arti penodaan adalah celaan, penistaan, atau penghinaan. 

 
22

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 
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Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina al-Qur‟an 

dan hadis, meninggalkan atau mengabaikan apa yang dikandung dalam keduanya (Al- 

Qur’an dan hadis), dan berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Qur’an dan hadis. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penistaan agama adalah orang yang melakukan 

perbatan baik dengan perkataan ataupun perbuatan dengan sengaja yang merendahkan 

atau mencela suatu agama tertentu. 

Kemajemukan yang ada di negara Indonesia sangat banyak sekali terdiri dari 

berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), namun dari keanekaragaman 

tersebut yang paling sensitif pada aspek agama. Umat muslim sudah menjadi 

kewajiban untuk saling menghargai atau menghargai sesama umat muslim dan antar 

umat muslim. 

Umat Islam tidak dibolehkan untuk saling menghina, menghujat kepada 

sesama umat Islam, sebab dalam penghinaan tersebut akan menimbulkan perpecahan 

Negara dan perpecahan umat Islam. Sehinga dari penghinaan tersebut merupakan 

kekufuran da dapat mengkafirkan pelakunya.
23

 

Setiap orang yang menyerukan sesuatu yang mengandung celaan terhadap 

suatu akidah umat Islam atau selain umat Islam dan jika celaan tersebut dapat 

mengkafirkan pelakunya, maka akan di kenakan sanksi riddah atau murtad.
24

 

 

 
 

23
Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar, 

(Abu Abdillah Cirebon), Cet 2, (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016), 196. 
24

 Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, (Syamsuddin Ramadlan), (Bogor: Pustaka 

Thoriqul Izza, 2002), 306. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 
 

 

 

 

Makna riddah menurut bahasa adalah dari meninggalkan sesuatu menuju 

sesuatu yang lainnya. Sedagkan menurut istilah putusnya Islam denga niat, ucapan dan 

perbuatn. Berikut pandanga para ulama fiqh tetang pengertian atau makna riddah, 

sebagai berikut:
25

 

a. Zainuddin Al-Malibari 

 

Riddah adalah seseorang mukalaf yang memutuskan keislamannya melalui 

perbuatan kufur, sedagkan dia melakukannya dalam keadaan yang tidak dipaksa 

mengerti.
26

 

b. Imam An-Nawawi 

 

Riddah adalah memutuskan keislamannya dengan dibebarengi niat dan 

perbuatan kufur, baik dimaksudka untuk menghina, menentang, maupun menyakini. 

Adapun mengenai perbuatan yang dianggap sebagai kafir adalah perbuatan yang 

menghina agama secara terang-terangan atau secara tegas menolak agama seperti 

melemparkan alquran ke tempat yang kotor dan sujud kepada berhala serta matahari. 

c. Asy Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy 

 

Riddah menurut bahasa ialah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke 

sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut istilah ialah putusnya Islam dengan niat, 

ucapan, atau perbuatan, misalnya sujud kepada berhala, matahari, maupun sujud 

atas dasar menertawakan. 

 
25

 Muhammad bin Qosim al-Ghazy, Terjemah Fathul Qorib, (Achmad Sunarto), Jilid 2, (Surabaya: Al- 

Hidayah, 12), 171. 
26

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Terjemahan Fathul Mu’in. (Moch Anwar, et al.). 
Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, 1549. 
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Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama fiqh dapat 

disimpulkan bahwa pengertian riddah adalah keluarnya seseorang dari Islam 

menuju kekafiran melalui ucapan, perbuatan, maupun niat dan keyakinan yang 

didalamnya terdapat kekufuran. 

Adapaun mengenai jenis-jenis riddah dapat dibagi menjadi beberapa macam 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Dengan perbuatan atau menolak perbuatan 

 

Keluar dari agama Islam dengan melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh 

agama Islam. Melakukan perbuatan baik itu melecehkan agama Islam, atau 

menunjukan kesombonganya. Contohnya seperti melecehkan agama baik berupa 

perkara wajib atau perkara sunnah, atau mempermainkan atau menghinanya, atau 

melemparkan alquran ke tempat yang kotor atau menginjak-nginjak alquran sebagai 

bentuk merendahkan dan menghinannya. 

2) Dengan ucapan 

 

Sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan ucapan yang telah dilarang oleh 

agama Islam juga berisi kekafiran. Contohnya seperti jika seseorag berbicara dengan 

ucapan kufur atau kesyirikan tanpa dipaksa baik diucapkan denga serius maupun denga 

bergurau, maka sudah dapat divonis sebagai keluar dari agama Islam, kecuali 

diucapkan dalam keadaan terpaksa.
27

 

 

 
27

Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar, 
(Abu Abdillah Cirebon), Cet 2, (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016), 14. 
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3) Dengan itikad atau keyakinan 

 

Keluar dari agama Islam juga bisa terjadi jika seseorag tersebut dengan itikad 

atau keyakinan yang tidak sesuai denga akidah agama Islam. Contohnya seperti 

seseorag yang telah percaya bahwa kehidupan di bumi adalah kehidupan abadi dan 

selamannya, atau keyakinan bahwa Allah itu makhluk, atau keyakinan bahwa alquran 

itu buka dari Allah. Adapun keyakinan yang tidak menyebabkan seseorang tersebut 

murtad adalah sebelum diwujudkan ucapan dan perbuatan. 

Adapun mengenai unsur-unsur riddah itu ada beberapa macam dibagi menjadi 

dua macam, diantarannya sebagai berikut: 

a) Kembali dari Islam 

 

Keluar dari Islam bisa terjadi dengan salah satu dari tiga cara, yaitu dengan 

ucapan, perbuatan, dan keyakinan seperti yang telah dijelaskan diatas tentang jenis- 

jenis riddah tersebut. 

b) Adannya niat yang melawan hukum 

 

Bahwa perbuatan yang yang termasuk katagori sebagai riddah maka 

perbuatan tersebut harus denga dasar niat untuk melakukan ucapan, atau perbuatan 

yang menunjukan kepada kekafiran. Padahal seseorag tersebut tau perbuatan yang 

dilakukan berisi kekafiran. Dengan demikian jika da seseorag melakukan ucapan, 

atau perbauatan yang telah melangar aturan agama Islam melainkan orang tersebut 

tidak mengetahui maka tidak termasuk kafir atau disebut murtad. 
28

 

 

28Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam.(Jakarta: Sinar Grafika), 2005, 126. 
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2. Dasar hukum penodaan agama menurut hukum pidana Islam 

 

Penistaan dalam agama Islam Secara syariat ialah sikap memutuskannya seorang 

mukallaf dari agama Islam dengan kekufuran baik berupa niat, ucapan, maupun 

perbuatan yang disertai keyakinan, penentangan, atau penghinaan. Misalnya, sikap 

tidak mengakui Allah sebagai pencipta, mengingkari seorang nabi, menolak suatu yang 

telah disepekati, sujud kepada makhluk, dan ragu-ragu dalam kekufuran. 

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Al-baqarah ayat  

9

  ِ  ِ

  ِ

Artinya : Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal 

mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. 
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Kemudian dalam surat At-taubah ayat 65 dan 66, yaitu : 

  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ

  ِ 

 

 

Artinya : Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka 

lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah 

bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, 

ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?". (At-taubah ayat 65) 
 

 

ۦۦِ  
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Artinya : Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami 
memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan 

(yang lain) disebabkan mereka adalah orang- orang yang selalu berbuat dosa. 
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C. Hukuman Penodaan agama menurut hukum pidana Islam dan Hukum Positif 

 

1. Hukuman penodaan agama menurut hukum pidana Islam 

 

Kemajemukan yang ada di negara Indonesia sangat banyak sekali terdiri dari 

berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), namun dari keanekaragaman 

tersebut yang paling sensitif pada aspek agama. Umat muslim sudah menjadi 

kewajiban untuk saling menghargai atau menghargai sesama umat muslim dan antar 

umat muslim. 

Umat Islam tidak dibolehkan untuk saling menghina, menghujat kepada sesama 

umat Islam, sebab dalam penghinaan tersebut akan menimbulkan perpecahan Negara 

dan perpecahan umat Islam. Sehinga dari penghinaan tersebut merupakan kekufuran 

da dapat mengkafirkan pelakunya.
29

 

Setiap orang yang menyerukan sesuatu yang mengandung celaan terhadap 

suatu akidah umat Islam atau selain umat Islam dan jika celaan tersebut dapat 

mengkafirkan pelakunya, maka akan di kenakan sanksi riddah atau murtad.
30

 

Makna riddah menurut bahasa adalah dari meninggalkan sesuatu menuju 

sesuatu yang lainnya. Sedagkan menurut istilah putusnya Islam denga niat, ucapan dan 

 
29

Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar, (Abu 

Abdillah Cirebon), Cet 2, (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016), 196. 
30

 Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, (Syamsuddin Ramadlan), (Bogor: Pustaka 

Thoriqul Izza, 2002), 306. 
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perbuatn. Berikut pandanga para ulama fiqh tetang pengertian atau makna riddah, 

sebagai berikut:
31

 

d. Zainuddin Al-Malibari 
 

Riddah adalah seseorang mukalaf yang memutuskan keislamannya melalui 

perbuatan kufur, sedagkan dia melakukannya dalam keadaan yang tidak dipaksa 

mengerti.
32

 

e. Imam An-Nawawi 

 

Riddah adalah memutuskan keislamannya dengan dibebarengi niat dan 

perbuatan kufur, baik dimaksudka untuk menghina, menentang, maupun menyakini. 

Adapun mengenai perbuatan yang dianggap sebagai kafir adalah perbuatan yang 

menghina agama secara terang-terangan atau secara tegas menolak agama seperti 

melemparkan alquran ke tempat yang kotor dan sujud kepada berhala serta matahari. 

 

 

 
f. Asy Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy 

 

Riddah menurut bahasa ialah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke 

sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut istilah ialah putusnya Islam dengan niat, 

 

 

 

 

 

 
31

 Muhammad bin Qosim al-Ghazy, Terjemah Fathul Qorib, (Achmad Sunarto), Jilid 2, (Surabaya: Al- 

Hidayah, 12), 171. 
32

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Terjemahan Fathul Mu’in. (Moch Anwar, et al.). 

Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, 1549. 
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ucapan, atau perbuatan, misalnya sujud kepada berhala, matahari, maupun sujud atas 

dasar menertawakan. 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama fiqh dapat 

disimpulkan bahwa pengertian riddah adalah keluarnya seseorang dari Islam menuju 

kekafiran melalui ucapan, perbuatan, maupun niat dan keyakinan yang didalamnya 

terdapat kekufuran. 

Adapaun mengenai jenis-jenis riddah dapat dibagi menjadi beberapa macam 

diantaranya sebagai berikut: 

4) Dengan perbuatan atau menolak perbuatan 

 

Keluar dari agama Islam dengan melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh 

agama Islam. Melakukan perbuatan baik itu melecehkan agama Islam, atau menunjukan 

kesombonganya. Contohnya seperti melecehkan agama baik berupa perkara wajib atau 

perkara sunnah, atau mempermainkan atau menghinanya, atau melemparkan alquran ke 

tempat yang kotor atau menginjak-nginjak alquran sebagai bentuk merendahkan dan 

menghinannya. 

 

 

 

 

 

5) Dengan ucapan 
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Sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan ucapan yang telah dilarang oleh 

agama Islam juga berisi kekafiran. Contohnya seperti jika seseorag berbicara dengan 

ucapan kufur atau kesyirikan tanpa dipaksa baik diucapkan denga serius maupun denga 

bergurau, maka sudah dapat divonis sebagai keluar dari agama Islam, kecuali diucapkan 

dalam keadaan terpaksa.
33

 

6) Dengan itikad atau keyakinan 

 

Keluar dari agama Islam juga bisa terjadi jika seseorag tersebut dengan itikad 

atau keyakinan yang tidak sesuai denga akidah agama Islam. Contohnya seperti 

seseorag yang telah percaya bahwa kehidupan di bumi adalah kehidupan abadi dan 

selamannya, atau keyakinan bahwa Allah itu makhluk, atau keyakinan bahwa alquran 

itu buka dari Allah. Adapun keyakinan yang tidak menyebabkan seseorang tersebut 

murtad adalah sebelum diwujudkan ucapan dan perbuatan. 

Adapun mengenai unsur-unsur riddah itu ada beberapa macam dibagi menjadi 

dua macam, diantarannya sebagai berikut: 

c) Kembali dari Islam 

 

Keluar dari Islam bisa terjadi dengan salah satu dari tiga cara, yaitu dengan 

ucapan, perbuatan, dan keyakinan seperti yang telah dijelaskan diatas tentang jenis-jenis 

riddah tersebut. 

 

 

 
33
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Abdillah Cirebon), Cet 2, (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016), 14. 
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d) Adannya niat yang melawan hukum 

 

Bahwa perbuatan yang yang termasuk katagori sebagai riddah maka perbuatan 

tersebut harus denga dasar niat untuk melakukan ucapan, atau perbuatan yang 

menunjukan kepada kekafiran. Padahal seseorag tersebut tau perbuatan yang dilakukan 

berisi kekafiran. Dengan demikian jika da seseorag melakukan ucapan, atau perbauatan 

yang telah melangar aturan agama Islam melainkan orang tersebut tidak mengetahui 

maka tidak termasuk kafir atau disebut murtad. 
34

 

Adapaun mengenai sanksi disini dibagi menjadi beberapa macam, ada tiga 

macam diataranya sebagai berikut: 

a. Hukuman pokok 

 

Hukuman pokok adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukumanhadd. 

Hukuma mati telah disepakati oleh empat madzab hukum Islam. Namun jika ada 

seseorag yang telah dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad melainkan 

hatinya masih tetap beriman, maka tidak dihukum mati.
35

 

Hukuman mati ini adalah hukuman yang sudah berlaku umum baik untuk laki- 

laki maupun perempuan, bahkan tua maupun muda. Akan tetapi Imam Abu Hanifah 

telah berpendapat bahwa seorang perempuan yang telah melakukan perbuatan murtad 

tidak dihukum mati, melainkan dipaksa kembali masuk kepada agama Islam, dengan 

jalan ditahan dan dikeluarka kembali untuk bertaubat. Apabila ia mengatakan Islam 

 

34
Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam.(Jakarta: Sinar Grafika), 2005, 126. 

35
 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1993, 73. 
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maka akan dibebaskan dan kalau tidak mau maka akan ditahan sampai mengatakan 

Islam, bahkan jika masih tetap tidak mau maka ditahan sampai meninggal. 

Disamping itu, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa anak mumayyiz 

yang murtad tidak dihukum mati dalam empat keadaan sebagai berikut:
36

 

1) Apabila Islamnya mengikuti kedua orang tuannya dan setelah balig ia murtad. 

 

Dalam hal ini menurut qiyas, seharusnya ia dibunuh, tetapi menurut istihsan ia tidak 

dibunuh karena shubhah. 

2) Apabila ia murtad pada masa kecilnya. 
 

3) Apabila ia pada masa kecilnya Islam, kemudia setelah ia baliq murtad. Dalam hal 

ini ia tidak dibunuh karena istihsan, karena ada shubhah. 

4) Apabila ia berasal dari negara buka Islam, yag ditemukan di negeri Islam. Dalam 

hal ini ia dihukum sebagai anak Islam, karena mengikuti negara Islam, sama halnya 

anak yang telah dilahirkan di lingkunga kaum maslimin. 

Namun menurut Imam Abu Hanifah ada hukuman alternatif Sebagai pengganti 

hukuman yang dilakukan anak mumayiz adalah dipaksa untuk menyatakan Islam, 

seperti halnya perempuan dengan jalan ditahan atau dipenjara sebagai takzir. 

Menurut Imam Syafi’i, barang siapa yang murtad pada Islam, maka ia diminta 

untuk bertaubat sebanyak tiga kali.
37

 

 

 
36

 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam... 128. 
37

 Musthafa Diib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi’i, 
(D.A. Pakihsati), (Solo: Media Zikir, 2009), 473. 
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Menurut Imam Maliki, bahwa kesempat bertaubat itu diberikan selama tiga hari 

tiga malam, terhitung sejak adanya putusa murtad dari pengadilan, bukan sejak 

adannya pernyataan kufur atau diajukannya perkara ke pengadilan. 

b. Hukuman pengganti 
 

Hukuman pengganti riddah dalam hal ini dibagi menjadi dua macam, 

diantaranya sebagai berikut:
38

 

1) Apabila hukum pokok gugur maka hakim mengantinnya dengan hukuman takzir, 

yang sesuai dengan keadaan perbuatan pelaku tersebut. Dalam hal ini hukuman yang 

dijatuhkannya hukuman penjara, maka masannya boleh terbatas dan boleh tidak 

terbatas sampai ia taubat dan kelihatan perbuatan baiknya. 

2) Apabila hukuman pokok gurur karena shubhah, seperti pandagan Imam Abu 

Hanifah yang mengugurka hukuman mati dari pelaku wanita dan anak-anak 

dipenjara dengan hukuman yang tidak terbatas da keduanya dipaksa untuk kembali 

ke agama Islam. 

c. Hukuman tambahan 

 

Hukuman yang dikenakan kepada orang murtad itu ada dua macam, yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
38

 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam,... 130. 
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1) Penyitaan atau perampasan harta 

 
Jiak orang murtad meninggal sebelum kembali kepada Islam, hartanya dibagi 

menjadi lima. Seperlimannya untuk mereka yang berhak mendapatkan rampasan 

perang dan empat perlima diberikan kepada seluruh kaum msulimin. Jika ahli 

warisnya yang muslim itu berkata “ia telah masuk Islam sebelum meningal” maka 

dituntut untuk membrrikan bukti. Jika mereka mampu memberika bukti, hartanya 

diserahkan ahli warisnya.
39

 

2) Berkurangnya untuk melakukan tasaruf 

 

Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki sesuatu dengan cara 

apapun kecuali warisan, tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan untuk 

mentasarrufkan hartanya, baik harta tersebut diperoleh sebelum murtad maupun 

sesudahnya. 

 
 

2. Hukuman penodaan agama menurut hukum positif 

 

Sebuah norma hukum tidak akan berarti sama sekali apabila tidak ada sanksi 

yang mengikutinya, karena itu hampir setiap ketentuan yang memuat rumusan pidana 

diakhiri dengan ancaman pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, menurutS.R. Suanturi 

terdapat tiga cara dalam perumusan sanksi, yaitu: 

a. Dalam KUHP pada umumnya kepada tiap-tiap pasal, atau juga pada ayat-ayat 

dari suatu pasal, yang berisikan norma langsung diikuti dengan suatu sanksi. 

b. Dalam beberapa undang-undang hukum pidana lainnya, pada pasal-pasal awal 
 

 

 
39

 Asmaji Muchtar, Fatwa-Fatwa Imam Asy-syafi’i Masalah Ibadah, (Jakarta: Amzah, 2014), 413. 
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ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu 

sanksi pada pasal tersebut. 

c. Sanksi dicantumkan pada pasal-pasal akhir.
40

 

 

Pada dasarnya perumusan norma dan sanksi tindak pidana terhadap agama dan 

kehidupan beragama dalam UUPNPS dan KUHP di Indonesia menjadi satu kesatuan. 

Sebagaimana telah diketahui, bahwa norma hukum tidak akan ada artinya apabila tidak 

ada sanksi yang mengaturnya. Ditinjau dari perumusan sanksi, baik UU PNPS maupun 

dalam KUHP, mencantumkan dalam pasal dan ayat yang bersangkutan. 

Perumusan sanksi pidana dalam KUHP pada umumnya memakai dua pilihan, 

misalnya pidana penjara atau denda (System alternative). Jika dipandang dari sudut 

sifatnya, sanksi merupakan akibat hukum daripada pelanggaran suatu kaidah, hukuman 

dijatuhkan karena sebab dilanggarnya suatu norma oleh seseorang.
41

 

Mengenai aturan penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara 

sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut jera atau menderita. 

Sanksi bagi penodaan agama ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 (jo 

Undang-Undang No. 5/1965) dan Pasal 156a KUHP. Didalam Pasal 2 UU No. 1 PNPS 

Tahun 1965 menyebutkan: 

 

 

 

 
40

 S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Alumni AHM- 

PTHM, 1986), 32. 
41

 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & 

Implementasinya, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 189. 
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Ayat (1) “Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi 

perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu didalam 

suatu keputusan bersama Mentri Agama, Menteri/Jaksa agung dan Menteri 

dalam Negeri”. Dalam Ayat (2) “Apabila pelanggaran tersebut dalam Ayat (1) 

dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden 

Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan 

organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang satu 

dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, 

Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri”. 

Dalam pasal ini jika penodaan terhadap agama tersebut bukan kelompok 

organisasi/aliran maka sanksinya hanya diberi perintah dan peringatan keras untuk 

tidak melakukan perbuatannya lagi. Apabila pelaku penodaan itu kelompok 

organisasi/aliran maka sanksi yang diberikan membubarkan organisasi tersebut oleh 

Presiden Republik Indonesia dan menyataka organisasi/aliran tersebut merupakan 

aliran yang dilarang di Indonesia. Dan jika seseorang atau organisasi/aliran tersebut 

tidak menghentikan perbuatannya atau membubarkan organisasi/aliran itu, maka dalam 

Pasal 3 pihak yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima 

tahun”.
42
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 K.Wantjik Saleh, Pelengkap K.U.H.Pidana (Jakata: Ghalia Indonesia, 1997), 134-135. 
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Dari pasal-pasal diatas, bahwa pemberian sanksi dalam perundang- undangan 

di Indonesia terhadap perbuatan penodaan agama UU No. 1 PNPS tahun 1965 dengan 

2 tahap: 1. Memberikan nasihat, peringatan keras (pribadi) atau membubarkan 

(organisasi/aliran). 2. Jika tetap masih melakukan perbuatan tersebut, maka dipidana 

penjara maksimal 5 tahun. Sementara dalam KUHP Pasal 156a berbunyi: 

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa 

dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 

perbuatan : a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 

penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;b. Dengan maksud 

agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pasal ini menyebutkan, tanpa diberikan peringatan, maka seseorang yang 

terbukti melakukan penodaan agama dijerat dengan sanksi maksimal 5 Tahun penjara 

melalui proses hukum. Inilah bentuk sanksi yang jelas tertuang dalam pengaturan 

perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 dan Pasal 

165a.
43
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BAB III 

 
DEMOGRAFI PENGADILAN NEGERI KLATEN DAN SELAYANG 

PANDANG PUTUSAN HAKIM NOMOR 164/PID.SUS/2017/PN. KLN 

 

 

 
A. Demografi Pengadilan Negeri Klaten 

 
Sejarah Pengadilan Negeri Klaten secara lengkap sejak berdirinya 

bahwa Pengadilan Negeri Klaten sejak zaman Belanda sudah ada dengan nama 

Landraad akan tetapi nama ini mengalami perubahan sesuai dengan situasi pada 

waktu itu, perubahan tersebut dapat dilihat pada zaman Belanda bernama 

LANDRAAD KLATEN atau sebagai Judex Factio, pada masa kemerdekaan 

ada perubahan nama menjadi PENGADILAN EKONOMI dan menempati 

gedung di Klaten, bangunan gedung didirikan pada tahun 1918, kemudian pada 

Tahun 1981/1982 gedung Pengadilan Negeri Klaten berpindah ke gedungnya 

yang baru terletak di Jalan Raya Klaten-Solo KM. 2 Klaten, Kel Cungkrungan, 

Kec Klaten Utara Kab Klaten dengan nama PENGADILAN NEGERI 

KLATEN luas tanah dan bangunan secara keseluruhan ada + 4.000 M2 sampai 

sekarang.
44

 

Gedung Pengadilan Negeri Klaten yang baru diresmikan pada tanggal 

20 Desember 1983 oleh Bapak H.OESMAN SAHIDI,SHjabatan Kepala Kantor 

 
44

 Pengadilan Negeri Klaten,“Visi dan Misi Pengadilan Negeri Klaten”, http://pn-klaten.go.id/main/, 

diakses pada tanggal 17 Maret 2019. 

 
 

41 

http://pn-klaten.go.id/main/
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Wilayah Departemen Kehakiman R.I Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1995 

terjadi REUISLAGH yaitu Tanah dan Bangunan gedung Kantor Pengadilan 

Negeri Klaten yang terletak di Klaten menjadi milik Pemerintah Daerah 

Kabupaten Klaten yang kemudian dijadikan kantor Radio Suara Pembangunan 

Daerah (RSPD) Kabupaten Klaten. 

Pengadilan Negeri Klaten adalah Pengadilan Negeri yang tergolong 

istimewa karena pengadilan Negeri Klaten adalah Pengadila Negeri yang 

berstatus kelas 1A. Pengadilan Negeri Klaten juga mempunyai visi dan misi, 

mengenai visinya demi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Klaten Yang Agung” 

dan turut serta mewujudkan visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung” dalam bingkai 

nasional visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia Yang Agung”. 

Misi Pengadilan Negeri Klaten: 

 

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Klaten 

 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

di Pengadilan Negeri Klaten 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Klaten 

 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Klaten 
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B. Diskripsi kasus tentang penodaan agama Perkara Nomor 

184/Pid.Sus/2017/PN.Kln 

1. Kronologi kasus 
 

Terdakwa adalah Rozak Ismail Sudarmadji yang bekerja sebagai 

Sopir bertempat tinggal bertempat di Dukuh Candirejo, Desa Semin, 

Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, namun oleh karena 

sebagian besar saksi yang dipanggil berkedudukan lebih dekat pada tempat 

Pengadilan Negeri Klaten daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri 

Wonosari dimana tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 

ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri 

Klaten lebih berwenang mengadili perkara “dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian 

atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, yang 

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
45

 

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 19 Mei 2017 sekitar jam 00.44 

Wib bertempat di Dukuh Candirejo Desa Semin, Kecamatan Wonosari, 

Kabupaten Gunungkidul, terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk 

 
45

 Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Kln, 3. 
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Iphone seri 5c yang didalam handphone tersebut terkoneksi akun sosial 

media Facebook : Rozak Ismail Sudarmadji kemudian melakukan upload 

atau memposting tulisan “ Satu satunya agama yang suka mencaci maki 

agama lain adalah agama islamnya Indonesia”. Selanjutnya masih pada hari 

Jum’at, tanggal 19 Mei 2017, sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Dukuh 

Candirejo, Desa Semin, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul 

terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Iphone seri 5c yang di 

dalam handphone tersebut terkoneksi akun sosial media Facebook : Rozak 

Ismail Sudarmadji kembali melakukan upload atau memposting tulisan 

“Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe HR.Bukhari Muslim”. 

pada saat terdakwa melakukan upload/memposting tulisan “Satu 

satunya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islamnya 

Indonesia” terdakwa mengetahui jika hanya ada 1 (satu) agama islam dan 

tidak ada agama islamnya Indonesia. Kemudian pada saat terdakwa 

melakukan upload/memposting tulisan “Ternyata Riziq Sihab tukang 

ngelonthe HR.Bukhari Muslim”, terdakwa mengetahui jika HR.Bukhari 

Muslim merupakan salah satu pedoman agama bagi umat islam dan dalam 

HR.Bukhari Muslim tidak pernah ada kalimat atau tulisan “Ternyata Riziq 

Sihab tukang ngelonthe” . 

terdakwa mengetahui jika tulisan “Satu satunya agama yang suka 

mencaci maki agama lain adalah agama islamnya Indonesia”, dan ternyata 

“Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe HR.Bukhari Muslim”, dapat 
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dibaca oleh orang banyak atau dapat dibaca oleh khalayak umum, karena 

akun sosial media Facebook terdakwa terkoneksi lebih dari 100 akun 

Facebook lain yang dapat membaca dan mengomentari apa yang diposting 

oleh terdakwa. 

Bahwa tulisan terdakwa yaitu “Satu satunya agama yang suka 

mencaci maki agama lain adalah agama islamnya Indonesia”, dan ternyata 

“Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe HR. Bukhari Muslim”, dalam akun 

sosial media Facebook Rozak Ismail Sudarmadji telah membuat resah 

sebagian masyarakat atau umat mislim karena dalam agama islam tidak ada 

pembagian agama islam menjadi “agama islamnya Indonesia” dan dalam 

HR.Bukhari Muslim yang menjadi salah satu pedoman agama bagi umat 

islam tidak perna ada kalimat atau tulisan “Ternyata Riziq Sihab tukang 

ngelonthe”. 
46

 

2. Tuntutan jaksa 

 

Berdasarkan uraian kasus diatas, perbuatan Rozak Ismail 

Sudarmadji. Maka jaksa penuntut umum telah telah membacakan tuntutan 

pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai 

berikut:
47

 

a. Menyatakan bahwa terdakwa Rozak Ismail Sudarmadji bersalah 

melakukan tindak pidana penodaan suatu agama yang di anut di 

 

46
 Ibid,. 4. 

47
 Ibid., 1. 
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Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama melanggar 

Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rozaq Ismail Sudarmadji 

selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar 

Rp.50000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pidana penjara selama 

2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi subsidiair 2 (dua) bulan 

kurungan. 

c. Menyatakan barang bukti. 

 

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

 

2000.00 (dua ribu rupiah) 

 

Alasan jaksa penuntut umun mengajukan tuntutan pidana tersebut 

berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi sebagai berikut: 

a. Saksibony Azwar, Lc Bin Azhar, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 

Mei 2017, sekitar pukul 08.00 Wib, di rumah Saksi mengetahui 

perbuatan Terdakwa tersebut sewaktu membuka chating di Group 

Whatsapp “Muslim Comunity” dan membaca tentang seseorang dengan 

akun facebook yang membuat status yang berisi tulisan yang menuduh 

agama Islam adalah agama yang suka mencaci maki agama lain, selain 

itu juga menulis seolah-olah salah satu hadist rosululloh yang 
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diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berbunyi,“Ternyata Riziq Shihab 

tukang nglonthe. HR Bukhari Muslim”. Atas perbuatan Terdakwa maka 

yang menjadi korban dan merasa dirugikan adalah Saksi sendiri selaku 

Umat Agama Islam dan Umat Islam Indonesia. 

selain saksi ternyata sudah banyak orang yang mengetahuinya 

yaitu orang-orang yang ada dan tergabung dalam ormas Islam juga 

temannya Terdakwa sendiri juga sudah mengetahuinya dan menyuruh 

untuk dihapus akun facebook tersebut. dengan adanya kejadian tersebut 

kemudian Saksi bersama dengan Saksi Nanang dan tokoh-tokoh ormas 

Islam di Klaten melaporkan hal tersebut ke Polres Klaten. Bahwa 

terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat 

bahwa keterangan saksi tersebut benar. 

b. Nanang Nuryanto. M.Si Bin Prapto Sudarmo, bahwa saksi pada hari 

Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Saksi 

Dk. Dukuh, Rt.9/4, Ds. Bonyokan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten. Bahwa 

Saksi dalam hal ini tergabung dalam Organisasi Masyarakat Barisan 

Muda Klaten (BMK) dan Saksi selaku Ketua (BMK) Kabupaten Klaten. 

perasaan Saksi sebagai Ketua BMK Kabupaten Klaten dengan adanya 

kata-kata yang di unggah ke dalam media sosial facebook yaitu 

“ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe” dan di bawahnya ada tulisan 

“HR. Bukhari Muslim” saksi merasa sangat keberatan dengan kata-kata 

tersebut, saksi merasa hak tersebut merupakan penodaan terhadap 
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agama Islam, karena Hadist adalah sebagai Sumber Hukum setelah Al- 

Quran dan dijadikan Pedoman bagi pemeluk agama islam. 

Bahwa setelah mengetahui kejadian itu kemudian Saksi 

mengecek ketempat-tempat lain, kemudian karena hal tersebut 

menyangkut Ormas Islam dari daerah Klaten maka Saksi berkoordinasi 

dengan ormas lain dan mencarinya, agar tidak terjadi penanganan yang 

tidak baik lalu Saksi melapor ke pihak kepolisian supaya ditangani 

secara hukum. 

c. Saksitresno Sasongko Putro, Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui 

pada hari Jum’at, tanggal 19 Mei 2017, sekitar pukul 16.00 Wib di 

rumah Saksi alamat Jl. Kepodang No.9, Rt.03/Rw.08, Kel. Bareng, Kec. 

Klaten Tengah, Kab. Klaten, setelah membacanya langsung lewat 

facebook milik terdakwa yang meresahkan umat muslim. Bahwa Saksi 

sudah kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008, karena sama-sama 

sebagai pecinta sepeda motor klasik / tua dan Terdakwa kebetulan kerja 

di tempat Saksi sebagai sopir. 

Bahwa Terdakwa dalam akun facebooknya telah membuat 

status yaitu “Ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe” dan yang kedua 

berbunyi “Satu-satunya agama yang suka mencaci maki agama lain 

adalah agama Islam nya Indonesia”; Bahwa sepengetahuan Saksi, 

bahwa tulisan: “Ternyata riziq shihab tukang nglonthe”, diunggah oleh 

Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 19 mei 2017, pada pukul 00.44 Wib. 
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sedangkan untuk tulisan: “Satu satu nya agama yang suka mencaci maki 

agama lain adalah agama islam nya Indonesia”,diunggah oleh Terdakwa 

pada hari Jum’at, tanggal 19 mei 2017, pada pukul 08.57 Wib, waktu 

itu bisa dilihat dari waktu dan tanggal pengunggahannya. 

d. Ajie, Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah 

menghina agama Islam tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 

2017, sekitar setelah Ashar, sore hari sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi 

sepulang kerja. Bahwa saat Saksi membuka Handphone dan membaca 

chatingdi Group Whatsapp “Muslim Comunity”. Dan di Group 

Whatsap “LPD MMI (Lajnah Pimpinan Daerah Majelis Mujahiddin 

Indonesia)”, yang sedang membahas tentang adanya akun facebook 

yang telah mengugah status yang berisi tulisan yang menuduh agama 

Islam adalah agama yang suka mencaci-maki agama lain, selain itu juga 

menulis seolah-olah salah satu Hadist Rasulullah yang diriwayatkan 

oleh Bukhari Muslim berbunyi : “Ternyata Riziq Shihab tukang 

nglonthe”; Bahwa Saksi sebagai umat islam merasa bahwa tulisan “Satu 

satu nya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama Islam 

nya Indonesia”adalah sebagai sesuatu yang berbahaya karena dapat 

menimbulkan kebencian maupun permusuhan terhadap agama lain, 

karena agama Islam tidak mengajarkan hal terrsebut. Bahwa tulisan 

“Ternyata riziq shihab tukang nglonthe” dan di bawahnya ada tulisan 

“HR.Bukhari Muslim”, itu menurut Saksi merupakan penghinaan 
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terhadap ajaran agama Islam, karena Imam Bukhari maupun Imam 

Muslim merupakan perawi hadist Rosululloh yang meriwayatkan 

hadist-hadist yang sahih dan dijadikan salah satu pedoman bagi umat 

Islam selain Al-Quran, karena tidak ada di dalam hadist sebagaimana 

tulisan Terdakwa tersebut yang diriwayatkan oleh kedua Imam tersebut; 

Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 

tersebut, akibatnya menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, dan 

merupakan penghinaan terhadap agama Islam. 

e. Yoeri Isnanto Bin Triman Setiyono, Saksi mengetahui Terdakwa 

membuat status di facebook yang isinya membuat keresahan umat 

Muslim tersebut, pada hari Jum’at, tanggal 19 Mei 2017, sekitar pukul 

10.00 Wib di rumah Saksi alamat di Dk. Dukuh, Rt.14/Rw.07, Ds. 

 

Barepan, Kec. Cawas, Kab. Klaten. 

 

Sebenarnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 

2008, karena sama-sama sebagai pecinta sepeda motor klasik / motor 

tua, dan Saksi juga kadang-kadang nongkrong bersama sambil ngobrol 

di angkringan. Saksi memiliki akun facebook dengan nama Yoeri 

Isnanto, dan bertemanan dengan akun facebook nya Terdakwa dengan 

nama akun facebook Rozaq Ismail Sudarmaji. Bahwa Terdakwa 

membuat status di media sosial facebook dalam akun milik terdakwa 

sendiri dengan nama Rozak Ismail Sudarmaji yang isinya adalah 

:“Ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe” “Satu satu nya agama yang 
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suka mencaci maki agama lain adalah agama islam nya Indonesia”. 

Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa tulisan : “Ternyata Riziq Shihab 

tukang nglonthe”, diunggah oleh Terdakwa pada hari Jum’at, tanggal 

19 mei 2017, pada pukul 00.44 Wib, sedangkan untuk tulisan : “Satu 

satu nya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islam 

nya Indonesia”, diunggah oleh Terdakwa pada hari Jum’at, tanggal 19 

Mei 2017, pada pukul 08.57 Wib. 

Bahwa Saksi membaca komentar-komentar dari status 

Terdakwa tersebut dan melihat banyak yang tersinggung dan tidak 

senang dengan postingan Terdakwa tapi Saksi lupa satu persatu, ada 

koment-koment yang keras, ada yang dengan menyebut (dengan nama 

binatang). sepengetahuan Saksi sudah banyak sekali koment yang ada, 

mungkin lebih dari 100 (seratus) komentar. Bahwa lalu Saksi langsung 

memberikan komentar : ”Demi kebaikan bersama tolong statusnya 

dihapus saja saudaraku”, lalu Terdakwa membalas komentar Saksi : 

“Yo ben mas biar rame” (ya biar mas biar ramai) selanjutnya Saksi 

membalas lagi : “Wo jan cah keras”; Bahwa sepengetahuan Saksi, 

Terdakwa orangnya baik, suka menolong dan sifatnya mudah akrab. 

 
 

Disamping itu Jaksa Penuntut Umum juga mendasarkan tuntutannya pada 

keterangan Ahli sebagai berikut: 
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a. H. Hartoyo, Ahli sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Kabupaten Klaten., dengan tugas dan tanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan Organisasi Majelis Ulama seluruh Kabupaten Klaten, 

adapun tugas MUI berkaitan dengan pemerintah adalah memberikan Fatwa 

yang diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan atau mengamankan 

masyarakat di Indonesia. Bahwa menurut Ahli bahwa tulisan “Satu satu nya 

agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islam nya 

Indonesia” tersebut merupakan kata-kata yang tidak pantas / tidak benar 

untuk diucapkan dan adalah sebagai sesuatu yang berbahaya karena dapat 

menimbulkan kebencian maupun permusuhan terhadap agama lain, karena 

agama islam tidak mengajarkan hal tersebut. Bahwa untuk tulisan 

“Ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe” dan di bawahnya ada tulisan 

“HR.Bukhari Muslim”, itu menurut Ahli merupakan penghinaan terhadap 

ajaran agama Islam, karena Imam Bukhari maupun Imam Muslim 

merupakan perawi hadist Rosululloh yang diriwayatkan dan dijadikan salah 

satu pedoman bagi umat Islam selain Al-Quran, karena tulisan Terdakwa 

tersebut tidak ada di dalam hadist yang diriwayatkan oleh kedua Imam 

tersebut. Bahwa agama Islam bukan agama yang suka mencaci maki. 

b. Dr. Hj. Esti Ismawati, M.Pd., Ahli saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri 

Sipil sebagai Dosen yang di pekerjakan di Universitas Widya Dharma 

Klaten sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang. Bahwa pengalaman 

dalam karya, Ahli pernah mengikuti Legal Drafting / Pembuatan Keputusan 
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Pemerintahan di Universitas Negeri Surakarta (UNS), Bahwa tentang kata 

“kebencian” itu mempunyai makna arti “sangat tidak suka”, jadi tulisan 

Terdakwa tersebut (sebagaimana ditunjukkan dalam barang bukti) orang 

yang membacanya itu akan berkesan“rasa benci / sangat tidak suka”; 

Bahwa yang menimbulkan rasa kebencian itu bisa dengan ucapan 

atau tindakan langsung, dan bisa dengan tulisan. Dan hal tersebut bisa 

dilakukan dengan menyebutkan kepada seseorang tertentu, juga bisa kepada 

khalayak umum; Bahwa sepengetahuan Ahli, bahwa dianggap sebagai 

penodaan agama itu adalah berdasarkan tindakan, ucapan atau tulisan yang 

tidak benar atau menjelekkan dengan hal yang berkaitan dengan agama, 

biasanya dari segi bahasa adalah tentang simbol-simbol; Bahwa dengan 

kalimat: “Satu satu nya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah 

agama islam nya Indonesia”dengan tulisan tersebut menurut Ahli dari sudut 

pandang bahasa, kalimat tulisan Terdakwa tersebut sudah menimbulkan 

makna yang negatif atau tidak baik. Bahwa yang menekankan makna 

negatif adalah tulisan/kata “Islam nya Indonesia”, sebab agamanya Islam 

itu tidak berdasarkan Negara, dan tidak mencaci-maki. Bahwa dari segi 

bahasa“tukang” artinya adalah seorang yang ahli, sedangkan 

tulisan“nglonthe”, artinya adalah melakukan tindak asusila (tindakan yang 

sifatnya negatif). Bahwa dalam segi bahasa, arti dari kata: “mencaci”adalah 

menjelek-jelekkan. 
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Bahwa dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh 

Terdakwa tersebut seperti pada capture screen dari pemilik akun facebook 

Rozaq Ismail Sudarmaji yang diunggah berisikan kata-kata “Satu-satu nya 

agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islam nya 

Indonesia” dan kata-kata: “Ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe”dan di 

bawahnya ada tulisan “HR.BUKHARI MUSLIM” , di akun facebook 

tersebut dari kajian bahasa, kata-kata tersebut merupakan kesalahan 

semantik atau makna, disini seolah-olah agama seperti manusia yang bisa 

mencaci. 

Selanjutnya Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 

keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian 

di persidangan terangkum fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

Bahwa Terdakwa Rozaq Ismail Sudarmadji pada hari Jumat tanggal 19 

Mei 2017 antara jam 00.44 Wib sampai dengan jam 08.00 Wib atau waktu lain 

dalam bulan Mei 2017 bertempat di Dukuh Candirejo, Desa Semin, Kecamatan 

Wonosari, Kabupaten Gunungkidul telah membuat status pada halaman 

facebook atasnama Terdakwa yaitu Rozaq Ismail Sudarmadji dengan kalimat 

sebagai berikut; “Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama lain 

adalah agama Islamnya Indonesia” “Ternyata Riziq Shihab tukang ngelonthe 

HR. BUKHARI MUSLIM”. Bahwa status dalam facebook terdakwa tersebut 

kemudian dilihat dan dibaca oleh orang-orang yang berteman dengan facebook 
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Terdakwa sekitar yaitu antara lain saksi Yoeri Isnanto Bin Triman Setiyono, 

dan saksi Tresno Sasongko Putro, demikian juga bisa dilihat dan dibaca oleh 

teman dari teman Terdakwa dalam akun facebooknya. Bahwa status Terdakwa 

tersebut kemudian telah di screen shot atau di foto layar nya, dan disebarkan 

pada grup Whatsapp “Muslim Community” di mana dalam grup tersebut 

terdapat sekitar 100-an anggota yang kemudian dari postingan di Grup tersebut 

bisa dilihat dan dibaca seluruh anggota grup termasuk kemudian dibaca oleh 

Saksi Bony Azwar, Lc. bin Azhar, Saksi Nanang Nuryanto, M.Si bin Prapto 

Sudarmo, dan Saksi Ajie. 

Bahwa melihat dan membaca status dari Terdakwa tersebut maka 

kemudian saksi Bony Azwar, Lc beserta unsur ormas lainnya melaporkan 

kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resort Klaten; 

3. Pertimbangan hukum hakim 

 

Hakim memutus perkara Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Kln tentang penodaan 

agama dengan menyatakan sebagai berikut: 

a. Menyatakan Terdakwa Rozaq Ismail Sudarmadji alias Aji bin Bambang 

Sudarmadjiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “penodaan agama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. 

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara masing-masing selama 2(dua) tahun. 
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c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

 

e. Menetapkan barang bukti. 

 

f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- 

masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah). 

Alasan hakim memutuskan perkara seperti tersebut diatas adalah didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

a. Bahwa dalam dakwaan kesatu pasal tersebut pada pokoknya berbunyi 

sebagai berikut, “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi 

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, 

agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Sedangkan dalam dakwaan kedua 

berbunyi pada pokoknya adalah, “dengan sengaja di muka umum 

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya 

bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama 

yang dianut di Indonesia”, 

bahwa yang menjadi pokokperbuatan dari dakwaan kesatu tersebut 

adalah pelaku melakukan penyebaran suatu informasi, informasi 

maksudnya adalah sebuah berita ataulaporan tentang peristiwa yang 

biasanya belum lama terjadi (vide: https://kbbi.web.id/kabar), sedangkan 
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dalam dakwaan kedua pokok perbuatan pelaku adalah mengeluarkan 

perasaannya sendiri atau pribadinya, dengan perbuatannya sendiri, sehingga 

perbedaan kedua pasal dalam dakwaan-dakwaan tersebut adalah, bahwa 

dalam dakwaan pertama: apa yang disampaikan pelaku adalah suatu 

informasi atau berita atau laporan tentang peristiwa atau suatu kejadian 

yang dia peroleh, dia lihat, dia dengar, dia baca kemudian disebar luaskan 

melalui media elektronik, sedangkan unsur pasal dalam dakwaan kedua, 

yang diungkapkan pelaku adalah sebuah ide, gagasan, atau pendapat, yang 

diperoleh dari pemikirannya sendiri, yang kemudian pelaku nyatakan dalam 

bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan tertentu, sehingga tidak bisa disebut 

sebagai berita, kabar atau informasi, sehingga apa yang dinyatakan 

Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut bukanlah sebuah informasi 

atau berita sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal Kesatu dakwaan 

Penuntut Umum tersebut; 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan 

dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan 

apa yang Terdakwa rasakan dan pikirkan sendiri, sebagai bentuk 

keprihatinan atas beritaberita yang terjadi saat itu, Terdakwa tidak memiliki 

tujuan agar tulisannya tersebut untuk didistribusikan, disebarkan, 

ditransmisikan, disalin, disimpan, atau untuk didiseminasi kembali dimana 

saja dan kapan saja, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan 

Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam apa yang dimaksud dan apa yang 
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menjadi tujuan Undang-undang Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik tersebut dibuat; 

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat 

bahwa meskipun dakwaan yang Penuntut Umum tersusun secara alternatif 

dimana kedua dakwaan tersebut disandingkan antara pasal yang diatur 

dalam aturan umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan 

aturan khusus yaitu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tetapi unsur perbuatan 

dalam kedua dakwaan tersebut tidak bisa disamakan, sebagaimana makna 

Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang berbunyi: 

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur 

pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang 

diterapkan”. 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa substansi 

dari kedua pasal tersebut ternyata berbeda satu sama lain sehingga untuk 

membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak terikat 

dengan azas “lex specialis derogat lex generalis”; Menimbang, bahwa 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim 

berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dalam memilih dakwaan yang 

akan Majelis Hakim pertimbangkan; Menimbang, bahwa sesuai dengan 

fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk 
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mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, yang mengandung 

unsur-unsur sebagai berikut; 

1) Barang siapa. 

 

2) Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 

perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan 

atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

1) Unsur barangsiapa 

 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini 

adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas 

perbuatannya. 

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini 

adalah TerdakwaRozaq Ismail Sudarmadji alias Aji bin Bambang 

Sudarmadji yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan 

telah pula dibenarkan oleh Terdakwa 

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri persidangan ini 

dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan 

tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal 

yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung 
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jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi. 

2) Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 

perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau 

penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia 

Menimbang, bahwa perbuatan yang diuraikan dalam unsur ke-2 

pasal ini yaitu phrasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah- 

gunaan atau penodaan agama adalah berbentuk alternative, sehingga 

apabila salah satu phrasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan 

terdakwa, maka telah cukup dan phrasa lain tidak perlu dipertimbangkan 

lagi, dan dianggap telah memenuhi unsur; Menimbang, bahwa menurut R. 

Soesilo dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya dikatakan 

bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dimuka umum adalah 

apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak 

(ditempat umum); Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH., 

dalambukunya Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan 

Hukum Negara, Penerbit Sinar Grafika, Edisi II , 2010, Hal. 479, 

menyebutkan didepanumum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 

156 a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau 

perbuatan yang dilakukanpelaku selalu harus terjadi ditempat umum, 

melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar 

oleh publik, atau perbuatan yang dilakukanpelaku dapat dilihat oleh publik; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 

Bahwa Terdakwa Rozaq Ismail Sudarmadji pada hari Jumat tanggal 19 Mei 

2017 antara jam 00.44 Wib sampai dengan jam 08. 00 Wib atau waktu lain 

dalam bulan Mei 2017 bertempat di Dukuh Candirejo, Desa Semin, 

Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul telah membuat status pada 

halaman facebook atasnama Terdakwa yaitu Rozaq Ismail Sudarmadji 

dengan kalimat sebagai berikut. 

1. “Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama 

Islamnya Indonesia” 

2. “Ternyata Riziq Shihab tukang ngelonthe HR. BUKHARI MUSLIM” 

 

Menimbang, bahwa situs atau aplikasi facebook adalah media sarana 

sosial yang menghubungkan orang-orang melalui pertemanan, atau following 

(mengikuti) dengan teman dan rekan mereka lainnya yang bekerja, belajar, 

hidup di sekitar mereka dengan jumlah pertemanan atau following bisa 

mencapai ribuan. Orang-orang menggunakan Facebook untuk menjaga 

hubungan dengan teman, bertukar foto, mengirim tautan dan video, 

menyebarkan pemikiran, informasi, peristiwa, berita atau berkomunikasi 

dengan teman lewat obrolan atau panggilan internet” Menimbang, bahwa 

seseorang yang mempunyai akun facebook kemudian orang tersebut menulis 

status, memposting gambar, menyebarkan tautan link, maka kemudian apa 

yang dia bagikan tersebut akan muncul di “lini masa” atau “beranda” laman 

facebook orang-orang yang tertaut dalam pertemanan tersebut, sehingga 
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dengan fitur yang ada dari aplikasi facebook tersebut menjadikan facebook 

sebagai media sosial yang bisa diartikan merupakan situs atau tempat yang bisa 

dilihat, dan dikunjungi oleh umum, karena siapapun yang mempunyai akun 

facebook bisa terhubung dengan pengguna facebook lainnya, sehingga segala 

kegiatan dan perbuatan yang diposting melalui facebook bisa dilihat oleh 

seluruh pengguna facebook lainnya, yang jumlahnya mencapai jutaan 

pengguna; 

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan telah 

membuat status di Facebook tersebut dengan inisiatif sendiri, hasil 

pemikirannya sendiri, tidak dipaksa, disuruh atau sekedar meneruskan status 

orang lain, bahwa Terdakwa bertindak secara pribadi berdasarkan apa yang 

Terdakwa rasakan dan pikirkan, sehingga kemudian menulis status facebook 

tersebut; Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan 

diatas Terdakwa telah memposting statusnya tersebut dalam akun facebooknya, 

sehingga kemudian dari apa yang ditulis Terdakwa tersebut telah dilihat, 

dibaca, dan dikomentari dengan berbagai bentuk ketidaksukaan, ketidak 

nyamanan, oleh Pengguna facebook lainnya, sehingga kemudian perbuatan 

Terdakwa tersebut dilaporkan oleh BONY AZWAR, Lc bin AZHAR, yang 

merupakan Ketua Majelis Mujahidin Indonesia – Kabupaten Klaten; 

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Bahasa yaitu Dr. Hj. ESTI 

ISMAWATI,M.Pd kalimat: “Satu satu nya agama yang suka mencaci maki 
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agama lain adalah agama islam nya Indonesia”dengan tulisan tersebut menurut 

Ahli dari sudut pandang bahasa, kalimat tulisan Terdakwa tersebut sudah 

menimbulkan makna yang negatif atau tidak baik. Bahwa kemudian untuk kata, 

“tukang” artinya adalah seorang ahli, sedangkan tulisan: “nglonthe”, artinya 

adalah melakukan tindak asusila (tindakan yang sifatnya negatif); Menimbang, 

bahwa menurut Ahli AgamaH. Hartoyo menerangkan bahwa tulisan “Satu satu 

nya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islam nya 

Indonesia” tersebut merupakan kata-kata yang tidak pantas / tidak benar untuk 

diucapkan dan adalah sebagai sesuatu yang berbahaya karena dapat 

menimbulkan kebencian maupun permusuhan terhadap agama lain, karena 

agama Islam tidak mengajarkan hal tersebut. 

Bahwa untuk tulisan “Ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe” dan di 

bawahnya ada tulisan “HR.BUKHARI MUSLIM”, itu menurut Ahli 

merupakan penghinaan terhadap ajaran agama Islam, “HR” maksudnya Hadist 

Riwayat, karena Imam Bukhari maupun Imam Muslim merupakan perawi 

hadist Rosululloh, yang hadist-hadist tersebut dijadikan pedoman bagi umat 

Islam disampingAl-Quran, karena tulisan Terdakwa tersebut tidak ada di dalam 

hadist manapun yang diriwayatkan oleh kedua Imam tersebut; Bahwa agama 

Islam bukan agama yang suka mencaci maki, sebab dalam Al-Quran antara lain 

disebutkan sebagai berikut: 

Dalam surat Al-Hujurat ayat 12: 
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“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari 

prasangka,sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan 

janganlah kamumencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah 

sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah 

seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? 

Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha 

Penyayang.” 

Dalam surat Al-Hujurat ayat 11: 

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkankumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu 

lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan 

merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih 

baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[1409] dan jangan 

memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk 

panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[1410] dan 

Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang 

zalim” 

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli bahasa dan ahli agama tersebut 

Majelis Hakim sependapat bahwa apa yang Terdakwa tuliskan di status 

facebook miliknya adalah merupakan sebuah kalimat yang bermakna negatif, 

rendah, menjelek-jelekkan sehingga bisa menimbulkan permusuhan dan 

kalimat-kalimat tersebut termasuk sebagai penodaan, karena telah 

menyampaikan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya, dimana yang 

disampaikan Terdakwa adalah mengenai sebuah hadist dengan perawi dua 

Imam besar yang diakui kesahihannya dalam meriwayatkan hadist, sehingga 

hadist-hadistnya dipergunakan sebagai sumber hukumoleh umat muslim 

sedunia, sehingga dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar atau hal 

yang sangat kotor sebagaimana status facebook dari Terdakwa tersebut Majelis 
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Hakim berpendapat pernyataan Terdakwa tersebut adalah sebuah penodaan 

terhadap agama Islam sebagai agama yang diakui oleh Negara Republik 

Indonesia. 

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis 

hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dimuka 

umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya 

bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama 

yang dianut di Indonesia, kemudian apakah perbuatan Terdakwa tersebut 

dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa yang dimaksud 

dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting(MvT) adalah menghendaki 

dan mengetahui (Willens en Wetens),sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam 

bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, pengertian 

dengan sengaja adalah dikehendakidan diinsyafi (Willens en Wetens); 

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, alasan Terdakwa membuat 

status di facebook tersebut mempunyai maksud dan tujuan hanya untuk 

bercanda, karena Terdakwa melihatnya dari berita-berita sebelumnya, tentang 

pembakaran gereja, tentang politik masalah AHOK dan lain-lain, kemudian 

Terdakwa (menyampaikan uneg-uneg) mengeluarkan pendapat menurut 

Terdakwa sendiri 
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Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yoeri Isnanto Bin Triman 

Setiyono setelah membaca status facebook dari Terdakwa tersebut kemudian 

Saksi langsung memberikan komentar: ”Demi kebaikan bersama tolong 

statusnya dihapus saja saudaraku”, lalu Terdakwa membalas komentar Saksi : 

“Yo ben mas biar rame”, (Ya biar Mas, biar ramai) demikian pula teman 

Terdakwa yang lain yaitu Saksi Tresno Sasongko Putro menasehati secara 

langsung kepada Terdakwa setelah membaca status Terdakwa tersebut dengan 

kalimat, “Kekendelen statusmu Ji”, hapus status dan akun facebook mu” 

(Terlalu berani statusmu Ji, hapus saja status dan akun facebookmu), tapi 

Terdakwa bilang: “Ora popo” (tidak apa-apa); Menimbang, bahwa dari 

keterangan Terdakwa tersebut diatas dapat dilihat sebelum Terdakwa 

menuliskan status di facebook tersebut telah benar berpikir dan ada hal yang 

melatar belakangi perbuatannya tersebut sehingga ada niat dan kesengajaannya, 

kemudian setelah niat terdakwa terlaksana ada teman-teman terdakwa yag 

mengingatkan, tapi sikap Terdakwa tidak berubah malah terlihat menantang 

keadaan dengan mengatakan “Yo ben mas biar rame”, (Yo biar Mas, biar 

Ramai)” 

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terjadi tersebut maka 

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah disadari, 

dikehendaki, diinsyafi oleh Terdakwa dan Terdakwa pun tahu akibat dari 

perbuatnnya tersebut, sehingga unsur “dengan sengaja dimuka umum 
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mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat 

permusuhan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” 

telah terpenuhi. 

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 156a huruf a 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim 

tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya dan terhadap Terdakwa 

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. 

Sedagkan hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu 

dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun;, didasarkan pada 

pertimbangan sebagai berikut: 

Keadaan yang memberatkan: 

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa amarah dan kebencian bagi 

seluruh umat Islam. 

Keadaan yang meringankan: 
 

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 

 

2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi 

kembali. 

3. Terdakwa belum pernah dihukum. 
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BAB IV 

 
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 

PERTIMBAGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN 

NEGERI KLATEN NOMOR 184/Pid.Sus/2017/PN.Kln 

 

 

 
A. Analisis Pertimbagan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penodaan 

Agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 

184/Pid.Sus/2017/PN.Kln 

 
Tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa Rozak 

Ismail Sudarmadji, yang bekerja sebagai Sopir bertempat tinggal bertempat di 

Dukuh Candirejo, Desa Semin, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. 

Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka, 

Pengadilan Negeri Klaten lebih berwenang mengadili perkara “dengan sengaja 

dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa 

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. 

Perbuatan terdakwa antara lain dengan menggunakan Handphone Merk 

Iphone seri 5c yang didalam handphone tersebut terkoneksi akun sosial 
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48
 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP... 63. 

 

 

 
 
 

media Facebook : Rozak Ismail Sudarmadji kemudian melakukan upload atau 

memposting tulisan “ Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama lain 

adalah agama islamnya Indonesia”. Selanjutnya masih pada hari Jum’at, tanggal 

19 Mei 2017, sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Dukuh Candirejo, Desa Semin, 

Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul terdakwa dengan menggunakan 

Handphone Merk Iphone seri 5c yang di dalam handphone tersebut terkoneksi 

akun sosial media Facebook : Rozak Ismail Sudarmadji kembali melakukan 

upload atau memposting tulisan “Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe 

HR.Bukhari Muslim”. 

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengajukan dakwaan 

alternatif bahwa Rozak Ismail Sudarmadji telah melanggar tindak pidana dalam 

pasal dakwaan pertama melanggar Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
48

 

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikabulkan oleh Majelis Hakim. Halini 

dibuktikan dengan Majelis Hakim memutus Perkara Nomor 

184/Pid.Sus/2017/PN.Kln tentang tindak pidana penodaan agama dengan 

menyatakan sebagai berikut: 
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49
 Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Kln, 27. 

 

 

 

 

 

 

a. Menyatakan Terdakwa Rozak Ismail Sudarmadji terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penodaan agama” sebagaimana 

dalam dakwaan alternatif kedua.
49

 

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) 

tahun. 

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
 

e. Menetapkan barang bukti. 

 

f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing 

sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah). 

Majelis Hakim menyatakan terdakwa Rozak Ismail Sudarmadji terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, 

dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 156a huruf a 

KUHP tentang tindak pidana penodaan agama. Disisi lain juga bisa dilihat dari 

dua aspek yaitu: 

a. Aspek tindak pidana 

 

Rozak Ismail Sudarmadji telah memenuhi unsur-unsur sebagaimanadalam 

pasal 156a huruf a KUHP tentang penodaan agama, sebagai berikut: 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) Barang siapa 

 

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini 

adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab 

atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah 

Terdakwa Rozak Ismail Sudarmadji yang identitasnya telah disebutkan 

dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa. 

Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami 

dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang 

diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa 

yang telah diperbuatnya, sehinga tidak ditemukan hal-hal yang 

menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab 

terhadap perbuatannya, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan 

bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi. 

2) Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan 

perasaan atau melakukan perbuatan yang pada 

pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 

penodaan terhadap suatu agama yang dianut di 

Indonesia.
50

 

Bahwa perbuatan yang diuraikan dalam unsur kedua pasal ini 

yaitu frase yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan 

atau penodaan agama adalah berbentuk alternatif, sehingga apabila 

 
50

 P.A.F Laminating dan Theo Laminating, Delik-delik Khusus; Kejahatan Terhadap Kepentingan 

Hukum Negara... 477. 
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salah satu frase tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, 

maka telah cukup dan frase lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan 

dianggap telah memenuhi unsur. 

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada Bahwa pada 

hari Jum’at tanggal 19 Mei 2017 sekitar jam 00.44 Wib bertempat di Dukuh 

Candirejo Desa Semin, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, 

terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Iphone seri 5c yang 

didalam handphone tersebut terkoneksi akun sosial media Facebook : 

Rozak Ismail Sudarmadji kemudian melakukan upload atau memposting 

tulisan “ Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah 

agama islamnya Indonesia”. Selanjutnya masih pada hari Jum’at, tanggal 

19 Mei 2017, sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Dukuh Candirejo, Desa 

Semin, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul terdakwa dengan 

menggunakan Handphone Merk Iphone seri 5c yang di dalam handphone 

tersebut terkoneksi akun sosial media Facebook : Rozak Ismail Sudarmadji 

kembali melakukan upload atau memposting tulisan “Ternyata Riziq Sihab 

tukang ngelonthe HR.Bukhari Muslim”. 

pada saat terdakwa melakukan upload/memposting tulisan “Satu 

satunya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islamnya 

Indonesia” terdakwa mengetahui jika hanya ada 1 (satu) agama islam dan 

tidak ada agama islamnya Indonesia. Kemudian pada saat terdakwa 

melakukan upload/memposting tulisan “Ternyata Riziq Sihab tukang 
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Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Kln, 23. 

 

 

 

 

 

 

ngelonthe HR.Bukhari Muslim”, terdakwa mengetahui jika HR.Bukhari 

Muslim merupakan salah satu pedoman agama bagi umat islam dan dalam 

HR.Bukhari Muslim tidak pernah ada kalimat atau tulisan “Ternyata Riziq 

Sihab tukang ngelonthe” . 

terdakwa mengetahui jika tulisan “Satu satunya agama yang suka 

mencaci maki agama lain adalah agama islamnya Indonesia”, dan ternyata 

“Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe HR.Bukhari Muslim”, dapat 

dibaca oleh orang banyak atau dapat dibaca oleh khalayak umum, karena 

akun sosial media Facebook terdakwa terkoneksi lebih dari 100 akun 

Facebook lain yang dapat membaca dan mengomentari apa yang diposting 

oleh terdakwa. 

Bahwa tulisan terdakwa yaitu “Satu satunya agama yang suka 

mencaci maki agama lain adalah agama islamnya Indonesia”, dan ternyata 

“Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe HR. Bukhari Muslim”, dalam akun 

sosial media Facebook Rozak Ismail Sudarmadji telah membuat resah 

sebagian masyarakat atau umat muslim karena dalam agama islam tidak ada 

pembagian agama islam menjadi “agama islamnya Indonesia” dan dalam 

HR.Bukhari Muslim yang menjadi salah satu pedoman agama bagi umat 

islam tidak pernah ada kalimat atau tulisan “Ternyata Riziq Sihab tukang 

ngelonthe”.
51
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Berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah 

diperlihatkan kepada ahli H Hartoyo dan ahli bahasa DR Hj Esti Ismawati, 

Mpd keduannya menerangkan jika postingan pada akun facebook milik 

Terdakwa tersebut yaitu Bahwa menurut Ahli bahwa tulisan “Satu satu nya 

agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islam nya 

Indonesia” tersebut merupakan kata-kata yang tidak pantas / tidak benar 

untuk diucapkan dan adalah sebagai sesuatu yang berbahaya karena dapat 

menimbulkan kebencian maupun permusuhan terhadap agama lain, karena 

agama islam tidak mengajarkan hal tersebut. Bahwa untuk tulisan “Ternyata 

Riziq Shihab tukang nglonthe” dan di bawahnya ada tulisan “HR.Bukhari 

Muslim”, itu menurut Ahli merupakan penghinaan terhadap ajaran agama 

Islam, karena Imam Bukhari maupun Imam Muslim merupakan perawi 

hadist Rosululloh yang diriwayatkan dan dijadikan salah satu pedoman bagi 

umat Islam selain Al-Quran, karena tulisan Terdakwa tersebut tidak ada di 

dalam hadist yang diriwayatkan oleh kedua Imam tersebut. Bahwa agama 

Islam bukan agama yang suka mencaci maki.
52

 

Selain itu dari segi bahasa berdasarka Ahli Dr Hj Esti Isnawati, 

Mpd Bahwa sepengetahuan Ahli, bahwa dianggap sebagai penodaan agama 

itu adalah berdasarkan tindakan, ucapan atau tulisan yang tidak benar atau 

menjelekkan dengan hal yang berkaitan dengan agama, biasanya dari segi 
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bahasa adalah tentang simbol-simbol; Bahwa dengan kalimat: “Satu satu 

nya agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islam nya 

Indonesia” dengan tulisan tersebut menurut Ahli dari sudut pandang bahasa, 

kalimat tulisan Terdakwa tersebut sudah menimbulkan makna yang negatif 

atau tidak baik. Bahwa yang menekankan makna negatif adalah tulisan/kata 

“Islam nya Indonesia”, sebab agamanya Islam itu tidak berdasarkan Negara, 

dan tidak mencaci-maki. Bahwa dari segi bahasa“tukang” artinya adalah 

seorang yang ahli, sedangkan tulisan“nglonthe”, artinya adalah melakukan 

tindak asusila (tindakan yang sifatnya negatif). Bahwa dalam segi bahasa, 

arti dari kata: “mencaci”adalah menjelek-jelekkan. 

Bahwa dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh 

Terdakwa tersebut seperti pada capture screen dari pemilik akun facebook 

Rozaq Ismail Sudarmaji yang diunggah berisikan kata-kata “Satu-satu nya 

agama yang suka mencaci maki agama lain adalah agama islam nya 

Indonesia” dan kata-kata: “Ternyata Riziq Shihab tukang nglonthe”dan di 

bawahnya ada tulisan “HR.BUKHARI MUSLIM” , di akun facebook 

tersebut dari kajian bahasa, kata-kata tersebut merupakan kesalahan 

semantik atau makna, disini seolah-olah agama seperti manusia yang bisa 

mencaci.
53
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Berdasarkan pertimbagan-pertimbangan tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa terdakwa menggunakan Handphone Merk Iphone seri 

5c yang didalam handphone tersebut terkoneksi akun sosial media 

Facebook : Rozak Ismail Sudarmadji kemudian melakukan upload atau 

memposting tulisan “ Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama 

lain adalah agama islamnya Indonesia”. Terdakwa mengetahui jika hanya 

ada 1 (satu) agama islam dan tidak ada agama islamnya Indonesia. 

Kemudian pada saat terdakwa melakukan upload/memposting tulisan 

“Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe HR.Bukhari Muslim”, terdakwa 

mengetahui jika HR.Bukhari Muslim merupakan salah satu pedoman 

agama bagi umat islam dan dalam HR.Bukhari Muslim tidak pernah ada 

kalimat atau tulisan “Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe”. Dari fakta di 

atas dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan sebuah 

penodaan agama.
54

 

 

 

 

 

 

 
 

b. Aspek sanksi 
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Sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) 

tahun, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
55

 

Keadaan yang memberatkan: 

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa amarah dan kebencian 

bagi seluruh umat Islam. 

Keadaan yang meringankan: 
 

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 

 

2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan 

mengulangi kembali. 

3. Terdakwa belum pernah dihukum. 

 

Dalam hal ini Majelis Hakim melihat Rozak Ismail Sudarmadji 

telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji 

tidak akan mengulangi kembali. Hal ini dibuktikan bahwa Terdakwa 

hanya didasarkan atas alasan Terdakwa membuat status di facebook 

tersebut mempunyai maksud dan tujuan hanya untuk bercanda, karena 

Terdakwa melihatnya dari berita-berita sebelumnya, tentang pembakaran 

gereja, tentang politik masalah AHOK dan lain-lain, kemudian Terdakwa 

(menyampaikan uneg-uneg) mengeluarkan pendapat menurut Terdakwa 

sendiri. 
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Berdasarkan keterangan di atas dapat dianalis bahwa Majelis 

Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana 

penodaan agama dinilai kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak 

memperhatikan asas lex spesialis derogat legi generalisyang mana asas 

tersebut dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya 

menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan 

aturan yang bersifat umum yang seharusnya hakim menggunakan 

undang-undang yang lebih khusus dari pada undang-undang yang 

umum. Majelis Hakim seharusnya memutus perkara menggunakan 

Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

 

 

 
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim terkait 

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Kln tentang Penodaan Agama 

Melalui Media Sosial 

 
Dalam hukum pidana Islam perbuatan penodaan agama yang telah 

dilakukan oleh Rozak Ismail Sudarmadji termasuk jarimah riddah atau yang 

disebut dengan kata lain Murtad. 
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Makna riddah menurut bahasa adalah dari meninggalkan sesuatu 

menuju sesuatu yang lainnya. Sedagkan menurut istilah putusnya Islam dengan 

niat, ucapan dan perbuatan:
56

 Maka dari itu setiap orang tidak diperbolehkan 

untuk merendahkan agamanya sendiri. Sehingga tidak diperbolehkannya 

mengucapkan sesutau yang mengandung unsur penghinaan terhadap suatu 

agama tersebut. Setiap cemohan atau olok-olokan maka itu termasuk kekufuran 

dan dapat mengkafirkan pelakunya.
57

 

Mengenai perbuatan tindak pidana penodaan agama yang termasuk 

katagori sebagai jarimmah riddah adalah riddah dilakukan dengan ucapan, 

perbuatan, maupun keyakinan. Riddah dengan perbuatan yang telah terjadi 

apabila seseorag tersebut melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama 

Islam dengan menganggapnya boleh atau tidak haram baik itu melakukannya 

dengan sengaja atau tidak sengaja dalam melecehkan agama Islam. Adapupun 

mengenai contohnya yaitu melecehkan urusan agama baik itu perkara wajib 

atau sunnah, atau mempermainkan dan menghinanya, atau melemparkan kitab 

suci alquran kedalam WC atau menginjak-injak alquran yang dalam keadaan 

terbuka, hal ini sebagai bentuk contoh merendahkan dan menghinanya kepada 

agama.
58

 Dalam perkara ini Rozak Ismail Sudarmadji telah melakukan 

 
 

56
 Muhammad bin Qosim al-Ghazy, Terjemah Fathul Qorib, (Achmad Sunarto), Jilid 2, (Surabaya: Al- 

Hidayah, 12), 171. 
57

 Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar... 
196. 
58

 Abu Bakar Jabir Al Jaza’iri, Minjahul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim,... 895. 
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penodaan agama dengan cara terdakwa menggunakan Handphone Merk Iphone 

seri 5c yang didalam handphone tersebut terkoneksi akun sosial media 

Facebook : Rozak Ismail Sudarmadji kemudian melakukan upload atau 

memposting tulisan “ Satu satunya agama yang suka mencaci maki agama lain 

adalah agama islamnya Indonesia”. Selain itu, terdakwa juga melakukan 

upload/memposting tulisan “Ternyata Riziq Sihab tukang ngelonthe 

HR.Bukhari Muslim” 

Disisi lain, Rozak Ismail Sudarmadji ini adalah seorang muslim yang 

hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim dan hidup di negara yang paling 

banyak penduduknya beragama Islam atau masyarakatnya berkaum Muslimin. 

Ia juga mendengarkan alquran dan hadis-hadis dan ucapan para ulama. 

Pengakuan Rozak Ismail Sudarmadji telah mengakui perbuatannya dan 

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali. Hal ini 

dibuktikan bahwa terdakwa hanya didasarkan atas alasan dimana terdakwa 

membuat status di facebook tersebut mempunyai maksud dan tujuan hanya 

untuk bercanda, karena Terdakwa melihatnya dari berita-berita sebelumnya, 

tentang pembakaran gereja, tentang politik masalah AHOK dan lain-lain, 

kemudian Terdakwa (menyampaikan uneg-uneg) mengeluarkan pendapat 

menurut Terdakwa sendiri. Lain halnya jika Rozak Ismail Sudarmadji ini hidup 

di negara yang terisolasi dari negara-negara kaum muslimin, tidak ditemui 
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didalamnnya kecuali orang-orang kafir. Maka dengan itu Rozak Ismail 

Sudarmadji dimaklumi ketidaktahuannya.
59

 

Hukuman jarimmah riddah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu hukuman 

pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah 

hukuman mati mengenai statusnya adalah sebagai hukuman hadd. Namun jika 

ada seseorang mengucapkan sesuatu yang behubungan dengan murtad dalam 

keadaan dipaksa dan hatinya masih tetap beriman maka seseorang tersebut tidak 

dihukum murtad.
60

 Seseorang yang telah murtad tidak akan dihukum mati 

selagi ia mau bertaubat, kesempatan untuk bertaubat diberikan waktu selama 

tiga hari tiga malam, terhitung sejak putusan murtad pengadilan. 

Jika hukuman pokok tersebut gugur maka hakim menggatikannya 

dengan hukuman takzir yang sesuai dengan keadaan pelaku yang diperbuat 

tersebut. Dengan hal ini hukuman yang telah dijatuhkan hakim ialah hukuman 

penjara maka masanya boleh terbatas dan boleh tidak terbatas, sampai ia 

bertaubat dan perbuatan baiknya sudah kelihatan.
61

 Adapun mengenai hukuman 

tambahan yang dikenakan kepada orang murtad ada dua macam, yakni 

penyitaan atau perampasan harta dan berkurangnya kecakapan untuk 

melakukan tasarruf. 

 

 
59

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar... 
28. 
60

 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam,... 73. 
61

 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam,... 130. 
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Dalam tindak pidana penodaan agama yang telah dilakukan oleh 

Rozak Ismail Sudarmadji, hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 

Penjara dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 

184/Pid.Sus/2017/PN.Kln. Penerapan hukuman takzir dalam tindak pidana 

yang dilakukan oleh Rozak Ismail Sudarmadji sangatlah tepat sesuai jika 

diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam. 

Dalam hukum pidana Islam, Majelis Hakim diperkenankan 

mempertimbangkan bentuk dari hukuman yang akan ditentukan atau 

dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan berdasarkan 

metode yang digunakan Pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat 

ditunjukan dalam Undang-Undang.
62

 Sanksi takzir diberikan sesuai dengan 

tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Adapun kejahatan yang besar akan 

dikenakan sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yaitu pencegahan. 

63 

 

 

Dalam perkara ini Rozak Ismail Sudarmadji telah menyesali 

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dalam hal ini tentu 

saja dapat menggugurkan hukuman hadd riddah yakni hukuman mati menjadi 

hukuman pengganti, yaitu dalam hal ini hukuman takzir yang sesuai dengan 

keadaan pelaku perbuat tersebut. 

 
 

62
Abdur Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah,... 259. 

63
 Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, Terjemahan Fathul Mu’in,... 1603. 
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Hukuman takzir yang pantas diterima oleh Rozak Ismail Sudarmadji 

ini adalah hukuman takzir penjara. Hal ini dikarenakan hukuman yang 

dikenakan kepada Rozak Ismail Sudarmadji yang dinilai berat dan berbahaya. 

Hukuman ini dikatagorikan sebagai kekuasaan Majelis Hakim, yang karenanya 

menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang 

dinilai berat. 

Dengan demikian bahwa hukuman takzir penjara pada tindak pidana 

penodaan agama melalui media sosial yang dilakukan oleh terdakwa Rozak 

Ismail Sudarmadji pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 

184/Pid.Sus/2017/PN.Kln. dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum 

pidana Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil analisis da pembahasan yang telah dipaparkan diatas oleh 

penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

e. Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana 

penodaan agama dinilai kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak 

memperhatikan asas lex spesialis derogat legi generalis yang mana asas 

tersebut dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya 

menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan 

yang bersifat umum yang seharusnya hakim menggunakan undang-undang 

yang lebih khusus dari pada undang-undang yang umum. Majelis Hakim 

seharusnya memutus perkara menggunakan pasal Pasal 45 A ayat (2) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik. 

f. Dalam tinjauan hukum pidana Islam Majelis Hakim diperkenankan 

mempertimbangkan bentuk dari hukuman yang akan ditentukan atau 

dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan 

berdasarkan metode yang digunakan Pengadilan ataupun jenis tindak pidana 

 

85 
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yang dapat ditunjukan dalam Undang-Undang. Sanksi takzir diberikan 

sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Adapaun kejahatan 

yang besar akan dikenakan sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan 

sanksi yaitu pencegahan. 

Hukuman takzir yang pantas diterima oleh Rozak Ismail Sudarmadji ini 

adalah hukuman takzir penjara. Hal ini dikarenakan hukuman yang 

dikenakan kepada Rozak Ismail Sudarmadji yang dinilai berat dan 

berbahaya. Hukuman ini dikatagorikan sebagai kekuasaan Majelis Hakim, 

yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi 

tindak pidana yang dinilai berat. Dengan demikian bahwa hukuman takzir 

penjara pada tindak pidana penodaan agama melalui media sosial yang 

dilakukan oleh terdakwa Rozak Ismail Sudarmadji pada Putusan Pengadilan 

Negeri Klaten Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Kln. dirasa sesuai jika 

diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam. 

 
 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, 

maka penulis akan manyampaikan saran kepada Majelis Hakim bahwa Putusan 

yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan asas- 

asas hukum pidana dalam menjatuhkan hukuman. Namun dalam hal ini yang 

telah dilakukan oleh Majelis Hakim ialah Majelis Hakim tidak memperhatikan 

asas lex spesialis derogat legi generalis yang mana asas tersebut dijelaskan 
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dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya menjelaskan bahwa aturan 

yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum yang 

seharusnya hakim menggunakan undang-undang yang lebih khusus dari pada 

undang-undang yang umum. Majelis Hakim seharusnya memutus perkara 

menggunakan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
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